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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Ildalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia .,rahun .1958 "Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 'Fahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 'Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua 'atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas,
transparansi dan akuntabilitas pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, perlu disusun
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan TinggiPratama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perru menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama -di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumbawa;" . .

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATISUMBAWA,

TENTANG
STANDARKOMPETENSIJABATANPIMPINANTINGGIPRATAMA

DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENSUMBAWA

PERATURANBUPATISUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN2021

BUPATISUMBAWA
PROVINSINUSATENGGARABARAT

Menimbang



BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumhawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

A-i 2

.\ ':
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA OJ UNGKUNGAN
PEMERINTAHKAj3UPATENSUMBAWA.

Menetapkan

tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan PeIjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

7_ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 694);
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor
15 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan TinggiPratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2019 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal4

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal3

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan TinggiPratama di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII
STANDARKOMPETENSIJABATANPIMPINANTINGGIPRATAMADILINGKUNGAN

PEMERINTAHKABUPATENSUMBAWA

Pasal2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar pedoman
kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar proses promosi pengisian
Jabatan Pimpinan TinggiPratama pada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan
kompetensi, transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

5. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku
yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang epesifik berkaitan
dengan bidang teknis jabatan.

6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/
perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/ atau mengelola unit organisasi.

7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,
moral, emosi, emosi dan prinsip, yang hams dipenuhi oleh setiap pemegang
jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan
jabatan.

8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada
Pemerintah Daerah.
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HAS

BERITADAERAHKABUPATENSUMBAWATAHUN2021 NOMOR t 3 .

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal vt M.e\ 202'

SEKRETARISDAERAHKABUPATENSUMBAWA,

MAHMUDABDULLAH
- -

-
Ditetapkan di Sumbawa Besar

\
pada tanggal I7 Mfj 20.2l
BUPATISUMB A, r

Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.
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JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Menyusun kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi terhadap
Jabatan seluruh satuan ketja perangkat daerah dalam perumusan dan

penyusunan kebijakan Bupati, berdasarkan asas desentralisasi dan
tuzas pembantuan serta pelayanan adminisratif.

II. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. U.........ferial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuban pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tin . serta beraniggI,
menanggungkonsekuensinya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleb orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. KeIjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit keIja
komitmen tim, di lingkup instansi yang dipimpin
sinergi

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sebingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target keIja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukunganj semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting basil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk

Nama Jabatan Sekretaris Daerah
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintah · Kesekretariatan
Kode Jabatan · -·

LAMPIRAN
PERATURANBUPAn SUMBAWA
NOMOR f,S TAHUN2021
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
JABATANPIMPINANTINGGI PRATAMA
DJ LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA



Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok/partai politik

Memahami dan member perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik
yang mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif, tansparan
dan profesional dalam lingkup
organisasi

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi

Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit ketja di
instansi untuk mencapai
yang melebihi target
ditetapkan

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan. sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

tujuan meningkatkan kinetja secara
keseluruhan

Menuangkan pemikiran/konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal
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4.3 Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,

5. Pelayanan 4 Mampu 4.1
publik memonitor,

mengevaluasi,
memperhitungkan
dan
mengantisipasi
dampak dari isu-
isu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
professional

4.2

4.3

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit 4.1
hasil kerja mencapai

target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.2

4.3

4.2

mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan
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serta tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok

6. Pengembangan 4 Menyusun 4.1 Menyusun program pengembangan
diri dan orang program jangka panjang bersama-sama
lain pengembangan dengan bawahan, termasuk

jangka panjang didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbingan, penugasan dan
mendorong pengalaman lainnya, serta
manajemen mengalokasikan waktu untuk
pembelajaran mengikuti

pelatihan/pendidikau/ pengembang
an kompetensi dan karir

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-po_sisi di unit keIjanya

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1 Mengarahkan unit kezjauntuk lebih
perubahan perubahan pada siap dalam menghadapi perubahan

unit kerja termasuk memitigasi resiko yang
tnungkin terjadi

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerianya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja

8. Pengambilan 4 Menyelesaiakan 4.1 Menyusun danj'atau memutuskan
keputusan masalah yang konsep penyelesaian masalah yang

mengandung melibatkan beberapa/ seluruh
resiko tinggi, fungsi dalam organisasi
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi resiko

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

B. SosialKultural
9. Perekat 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan

Bangsa perbedaan secara meresepresentasilcan pemerintah
konstruktif dan dilingkungan keIja dan masyarakat
kreatif untuk untuk senantiasa menjaga
meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam
efektifitas keberagaman dan menerima segala
organisasi bentuk perbedaan dalam kehidupan

bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agamajkepercayaan, suku, jender,



4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah dan
memberikan bimbingan dan

4.2 Mampu melakukan perbaikan,
Menyusun petunjuk operasional
pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/ sistem
cara ketja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melalrukan
pengembangan atau perbaikan cara
ketja pengelolaan keuangan daerah
yang lebih efektif/efisien

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah
dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah

4.3
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4 Mampu 4.1
mengevaluasi
pengelolaan
keuangan dan
menyusun
petunjuk
operasional
pengelolaan
keuanzan daerah

12. Pengelolaan
keuangan
daerah

Mampu melakukan perbaikan,
Menyusun petunjuk operasional
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah

4.2

4 Mampu mengevaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah,
menemu kenali kelebihan dan
kekuIangan me~
pengembangan atau perbaikan cara
keria yang lebih efektif/efisien

Mampu 4.1
mengevaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan
daerah

Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi.
Manajemen ASN yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah

4.3

11. Perencanaan
pembangunan
daerah

Mengembangkan norma, standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan/ atau petunjuk teknis strategi
manaiemen ASN

4.2

Mengevaluasi strategi Manajemen
ASN yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan berbagai
metode yang dijalankan dengan
kelompoksasaran yangberbeda

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

sosial ekonomi, preferensi politik

4 Mampu 4.1
mengembangkan
strategi
penyusunan
Manajemen ASN
yang tepat sesuai
kondisi.

10. Manajemen
SDM

C.Telmis



Mengevaluasistrategi advokasiyang
ada saat ini, menganalisiskekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yangberbeda

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Mampu melakukan perbaikan,
Menyusun petunjuk operasional
pelaksanaan Pengelolaan Barang
MilikDaerah

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknisjmetode/ sistem,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembanganatau perbaikan cara
kerja Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang.lebihefektiflefisien

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
penyusunan produk hukum daerah
dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pengadaan
barang dan jasa di bidang ekonomi,
SDA dan pembangunan

Mampu melakukan pembahasan
dengan DPRDdan!atau stakeholder
terkait penyusunan produk hukum
daerah di bidang ekonomi,SOA dan
pembangunan

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknisjmetode/ sistem
penyusunan produk hukum daerah,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembanganatau perbaikan cara
kerja penyusunan produk hukum
daerah yang lebih efektif/efisien eli
bidang ekonomi, SOA dan
pembangunan

fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pelaksanaan
pengelolaankeuangan daerah

4.3 Meningkatkankapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi

4.2 Mengembangkan norma, standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danj atau petunjuk teknis strategi
advokasikebiiakanotonomidaerah
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Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.3

4.2

4

4 Mampu 4.1
mengevaluasi
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

4.3

4.2

Mampu 4.1
melaksanakan
evaluasi
pelaksanaan
penyusunan
produk hukum
daerah dan
melakukan
pembahasan
dengan
stakeholder
terkait

4

15. Advokasi
kebijakan
otonomi
daerah

14. Pengelolaan
BarangMilik
Daerah

13. Penyusunan
produk hukum
daerah
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III. PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak Penting Perlu

A. Pendidikan 1.Jenjang Sariana/Diploma IV
2. Bidang Ilmu Ilmu PemerintahanjIlmu Politik/ManajemenjIlmu

Sosia1JllmuPolitik/Hukum/Psikologi/Komunikasi
B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Kepemimpinan V

Pratama
2. Teknis Diklat Perencanaan -.J

Pembangunan Daerah
Diklat Pengelolaan Keuangan "Daerah

3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki pengalaman jabatan V

dalam bidang hukum,
keuangan, kepegawaian,
perencanaan, organisasi,
pemerintahan secara
kumulatif paling kurang 5
(lima)Tahun

2. Sedang atau pemah "menduduki jabatan
administrator atau jabatan
fungsional jenjang ahli madya
paling singkat 2 (dua) tahun

D. Pangkat Pembina Tingkat I (NIb)
E. Indikator KinerjaJabatan 1. Kualitas pengelolaan SDM

2. Kualitas pengelolaan keuangan
3. Kualitas pengelolaan BarangMilikDaerah

yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah
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JABATAR PlMPlNAR TlBGGI PRATAMA
1. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi,
Jabatan menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di

bidang kesekretariatan (pemerintahan dan kesejahteraan rakyat)
berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

II. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Leve Diskripsi Indikator Kompetensi

1
A. ----~erial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi ketja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma. dan
etika organisaei

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggungkonsekuensinya.

4.3 Berani melalrukan koreksi atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, di lingkup instansi yang dipimpin
sinergi

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sebingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/ semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target keria organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sarna; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kineIja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep
vanz multidimensi dalam bentuk

Nama Jabatan · Asisten Pemerintahan dan Keseiahteraan Rakvat·
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintah Bidang Kesekretariatan
Kode Jabatan · -·



Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman Iainnya, serta

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepentingan
pribadijkelom_pok

4.3

12

4 Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong

Pengembangan
diri dan orang
lain

6.

Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
stan dar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok/partai politik

4.2

Memahami dan member perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik
yang mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan dunia
Iuar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif, tansparan
dan profesional dalam lingkup
organisasi

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi

4.3

4 Mampu 4.1
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan
mengantisipasi
dampak dari isu-
isu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan.
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

Pelayanan
public

5.

Memantau dan mengevaluasi basil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi

4.2

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit kerja di
instansi untuk mencapai
yang melebihi target
ditetapkan

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

4.3
tulisan formal

4 Mendorong unit 4.1
kerja mencapm
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
kerj_asebelumnya

Orientasi pada
basil

4.
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manajemen mengalokasikan waktu untuk
pembelajaran mengikuti

pelatihanj pendidikanj pengembang
an kompetensi dan karir

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan batik pada tataran
organisasi

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi diunit kerjanya

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk Iebih
perubahan perubahan pada siap dalam menghadapi perubahan

unit kerja termasuk memitigasi resiko yang
mungkin teriadi

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan progr~-prograrn
perubahan selaras antar unit kerja

8. Pengambilan 4 Menyelesaiakan 4.1 Menyusun darr/atau memutuskan
keputusan. masalah yang konsep penyelesaian masalah yang

mengandung melibatkan beberapaj seluruh
resiko tin . fungsi dalam organisasiggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi resiko

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang keIjanya yang
berdampak pada pihak lain

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

B. Sosial Kultaral
9. Perekat 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan

Bangsa perbedaan secara meresepresentasikan pemerintah
konstruktif dan dilingkungan kerja dan masyarakat
kreatif untuk untuk senantiasa menjaga
meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam
efektifitas keberagaman dan menerima segala
organisasi bentuk perbedaan dalam kebidupan

bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik



Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder penataan wilayah
pemerintahan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
insttansi lain atau stake holder

4.3
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Mampu mengoordinasikan
penataan wilayah pemerintahan dan
memecahkan masalah penataan
wilayah pemerintahan

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metode / sistem
cara keIja penataan wilayah
pemerintahan, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan atau
perbaikan cara kerja penataan
wilayah pemerintahan yang lebih
efektif/ efisien

dan
dari

4.3 Mampu meyakinkan
memperoleh dukungan
stakeholder terkait hasil analisis
potensi ekonomi

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
Dlengoordinasikan
penataan wilayah
pemerintahan

4Penataan
wilayah
pemerintahan

12.

ekonomi

Mampu Menyusun teknik dan
metode dalam mengidentifikasi,
mengklasifikasi penetuan sumber
daya ekonomi potensial untuk
dikembangkan dan
mengembangkan kapasitas SDM
dalam menganalisis potensi

4.2

Mampu mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi, mengklasifikasi dan
penentuan sumber daya ekonomi
yang potensial untuk dikembangkan
dan menemu kenali kelebihan dan
kelemahan analisis potensi ekonomi

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder penyusunan
produk hukum daerah dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
penyusunan produk hukum.
daerah.

4.3

Mampu 4.1
mengevaluasi
pelaksanaan
analisis potensi
ekonomi

4Analisis
potensi
ekonomi

11.

Mampu mengoordinasikan dan
memecahkan masalah
penyusunan produk hukum
daerah;

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/ metode / sistem cara
keIja penyusunan produk
hukum daerah, menemukenali
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
penyusunan produk hukum
daerah yang lebih
efektiflefisien;

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
mengoordUaasilaan
penyusunan
produk
hukum daerah

410. Penyusunan
produk hukum
daerah

C.Telmis
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terkait penataan wilayah
pemerintahan

13. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan
penyediaan mengevaluasi identifikasi potensi ekonomi dan
sarana pelaksanaan penyediaan sarana ekonomi yang
ekonomi penyediaan ada saat ini serta menemu kenali

sarana ekonomi kelebihan dan kelemahan teknik
perencanaan penyediaan sarana
ekonomi

4.2 Mampu Menyusun teknik dan
metode dalam mengidentifikasi,
mengklasifikasi penentuan sumber
daya ekonomi potensial untuk
dikembangkan dan perencanaan
penyediaan sarana ekonomi

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait hasil
perencanaan penyediaan sarana
ekonomi

14. Pemberdayaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
masyarakat mengevaluasi terhadap pelaksanaan
desa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa,

pemberdayaan serta menemukan kelebihan dan
masyarakat desa kekurangan dalam melakukan

kebijakan dan rekomendasi terkait
pemberdayaan kemasyarakatan
yang bergerak dibidang
pemberdayaan tiyuhj'desa yang
Iebih efektifJefisien.

4.2 Mampu memberikan petunjuk
teknis, cara kerja pemberdayaan
masyarakat desa

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait petunjuk teknis,
cara keIja pemberdayaan
masyarakat desa

15. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang
kebijakan mengembangkan ada saat ini, menganalisis kekuatan
otonomi strategi. advokasi dan kekurangan berbagai metode
daerah kebijakan otonomi yang dijalankan dengan ke1ompok

daerah yang tepat sasaran yang berbeda
sesuai kondisi

4.2 Mengembangkan norma, standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan/ atau petunjuk teknis strategi.
advokasi kebijakan otonomi daerah

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi. advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah

ill. PERSYARATANJABATAN
~gkatPentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting I Perlu

A. Pendidikan 1. .Jeniang Sariana/Diploma IV
2. Bidang Administrasi kebijakan/Dmu manajemen/llmu
llmu hukum/Ilmu politikj'Ilmu administrasi negara/Ilmu

pemerintahan/kesejahteraan sosial/ Sosiatri/Dmu social
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B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Ke~mimpinan Pratama "2. Teknis Diklat teknis terkait dengan "pemerintahan dan kesejahteraan
social

3. Fungsiona -
1

C. Pengalaman Ketja 1. Memiliki pengalaman jabatan ...J
dalam bidang pemerintahan
sosialj organisasijpemberdaya
an desajkesejahteraan
sosialjperdaganganj industrij p
erekonomian secara kumulatif
palingkurang 5 (lima) tahun

2. Sedang atau pernah "menduduki jabatan
administrator atau jabatan
fungsional jenjang ahli madya
paling singkat2 (dua) tahun

D. Pangkat Pembina (IV j a)
E. Indikator KinetjaJabatan 1. Sikronisasi pelaksanaan programbidang pemerintahan

2. Sinkronisasi pelaksanaan bidang kesejahteraan rakyat
3. Sinkronisasi pelaksanaan bidang hukum
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JABATAR PIMPIlfAR TlNGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Membantu Sekretaris Daerah dalam tugas penyusunan kebiiakan,
Jabatan koordinasi administratif pelaksanaan tugas penyusunan kebijakan

dan penyelenggaraan tugas-tugas perekonomian, program dan
pengendalian pembangunan dan pegadaan barang/ jasa

n. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Maaajerial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi keIja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar erika
yang tinggi, serta berani
menanggungkonsekuensinya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etikj'nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup keIja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim di lingkup instansi yang dipimpin,
sinergi

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/ semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiranj'konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

Nama Jabatan · Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kelompok Jabatan · Jabatan Pimpinan Tinggi·
Urusan Pemerintah · Bidang Kesekretariatan·
Kode Jabatan -



4.1 Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepentingan
pribacli/kelompok

4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok/partai politik

Memahami dan member perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik
yang mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif, tansparan
dan profesional dalam lingkup
organisasi

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi

4.3
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Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen

4

4 Mampu 4.1
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan
mengantisipasi
dampak dari isu-
isu jangka
panjang, .
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

Pengembangan
diri dan orang
lain

Pelayanan
publik

6.

5.

Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi

4.2

Menyampaikan infonnasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

4.3

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit keJja eli
instansi untuk mencapai
yang melebihi target
ditetapkan

4 Mendorong unit 4.1
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
keria sebelumnya

Orientasi pada
hasil

4.
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pembelajaran mengikuti
pelatihan/ pendidikan/ pengembang
an kompetensi dan karir

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi eliunit ketjanya

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk Iebih
perubahan perubahan pada siap dalam menghadapi perubahan

unit keIja termasuk mem.itigasi resiko yang
mungkin terjadi

4.2 Memastikan perubahan sudah
eliterapkan secara aktif eli lingkup
unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit keria

8. Pengambilan 4 Menyelesaiakan 4.1 Menyusun danj atau memutuskan
keputusan masalah yang konsep penyelesaian masalah yang

mengandung melibatkan beberapaj seluruh
resiko tinggi, fungsi dalam organisasi
mengantisipasi
dampak
keputu san ,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi resiko

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

B. Sosial Kultural
9. Perekat 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan

Bangsa perbedaan secara meresepresentasikan pemerintah
konstruktif dan dilingkungan kerja dan masyarakat
kreatif untuk untuk senantiasa menjaga
meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam
efektifitas keberagaman dan menerima segala
organisasi bentuk perbedaan dalam kehidupan

bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

C. TekDis
10. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan

pembammnan mengevaluasi perencanaan pemb an daerah,



4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa,
serta menemukan kelebihan dan
kekurangan dalam melakukan
kebijakan dan rekomendasi terkait

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait hasil
perencanaan penyediaan sarana
ekonomi

4.2 Mampu Menyusun teknik dan
metode dalam. mengidentifikasi,
mengklasifikasi penentuan sumber
daya ekonomi potensial untuk
dikembangkan dan perencanaan
penyediaan sarana ekonomi

4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi potensi ekonomi dan
penyediaan sarana ekonomi yang
ada saat ini serta menemu kenali
kelebihan dan kelemahan teknik
perencanaan penyediaan sarana
ekonomi

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait analisis potensi
ekonomi daerah dan pengembangan
ekonomi daerah, serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait potensi ekonomi daerah dan
pengembangan ekonomidaerah

4.2 Mampu memberikan rekomendasi
perbaikan pembangunan ekonomi
daerah dan memecahkan masalah
pembangunan ekonomidaerah

4.1 Mampu melaksanakan evaluasi
analisis potensi ekonomi daerah
dan pengembangan ekonomi
daerah, menemu kenali kelebihan
dan kelrurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja analisis potensi ekonomi
daerah dan pengembangan ekonomi
daerah yang lebih efektif/efisien

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah
dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah

menemu kenali k.elebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja yang lebih efektif/efisien

4.2 Mampu melakukan perbaikan,
Menyusun petunjuk operasional
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah

20

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
pemberdayaan
masyarakat desa

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
penyediaan
sarana ekonomi

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
analisis potensi
ekonomidaerah
dan
pengembangan
ekonomi daerah

pelaksanaan
perencanaan
pembangunan
daerah

13. Pemberdayaan 4
masyarakat
desa

12. Perencanaan 4
penyediaan
sarana
ekonomi

11. Analisis 4
potensi
ekonomi
daerah

daerah
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pemberdayaan kemasyarakatan
yang bergerak dibidang
pemberdayaan ti~/desa yang
lebih efektif/ efisien.

4.2 Mampu memberikan petunjuk
teknis, cara kerja pemberdayaan
masyarakat desa

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dulrungan dari
stakeholder terkait petunjuk teknis,
cara kerja pemberdayaan
masvarakat desa

14. Pengelolaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
keuangan mengevaluasi dan terhadap teknia/ metode/ sistem
daerah Menyusun cara kerja menemu kenali kelebihan

perangkat norma dan kekurangan melakukan
standar prosedur pengembangan atau perbaikan cara
instrumen kerja pengelolaan keuangan daerah
pengelolaan yang lebih efektif'/efisien
keuangan daerah

4.2 Mampu Menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma, standar, prosedur
instrumen pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pelaksanaan
pengelolaan keuanzan daerah

15. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang
kebijakan mengembangkan ada saat ini, menganalisis kekuatan
otonomi strategi advokasi dan kekurangan berbagai metode
daerah kebijakan otonomi yang dijalankan dengan kelompok

daerah yang tepat sasaran yang berbeda
sesuai kondisi

4.2 Mengembangkan norma, standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danl atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebiiakan otonomi daerah

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebiiakan otonomi daerah

III. PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting I Periu

A. Pendidika 1. Jenjang Sarjana/Diploma IV
n

2. Bidang llm.u Administrasi kebijakan/llm.u manajemen/llm.u
hukum/Ilmu politik/Ilmu administrasi negara/Jlmu
pemerintahanj'kesejahteraan sosial/Sosiatri/Ilmu
sosial/Telmik sipil

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Kepemimpinan I ..J IPratama
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2. Teknis Diklat teknis terkait dengan ~
pemerintahan dan kesejahteraan
social

3. Fungsional -
c. Pengalaman Kerja 1. Memiliki pengalaman jabatan V

dalam bidang penataan
ruang/perekononrian/ke~ah
teraan
sosiat/ perdagangarr/ Industri/
pencanaan secara kumulatif
paling kurang 5 (lima)tahun

~. Sedang atau pernah ...j
menduduki jabatan
administrator atau jabatan
fungsional jenjang ah1i madya
paling singkat 2 (dual tahun

D. Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sikronisasi pelaksanaan program bidang ekonomi

2. Sinkronisasi pelaksanaan bidang pembangunan
3. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pengadaan

barang dan jasa
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JABATAN PIMPIRAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Membantu Sekretaris Daerah dalam tugas merumuskan kebijakan,
Jabatan koordinasi administratif dan pelayanan administratif bidang

administrasi umum sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku demi kelancaran jalannya nemerintahan daerah

D. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Leve Diskripsi Indikator Kompetensi

1
A. ManeJerial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tin . serta beraniggi,
menanggungkonsekuensinva,

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etikj'nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, di lingkup instansi yang dipimpin
sinergi

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sebingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/ semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kezja organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kine:rja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kine:rja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiranj'konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

Nama Jabatan · Asisten Administrasi Umum·
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintah Bidang Kesekretariatan
Kode Jabatan · -·



4.1 Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok

4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompokj partai politik

Memahami dan member perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik
yang mempengaruhl organisasi
dalam hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif, tansparan
dan. profesional dalam lingkup
organisasi

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi

4.3
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Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen

4

4 Mampu 4.1
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan
mengantisipasi
dampak dari isu-
isu jangka
panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
professional

Pengembangan
diri dan orang
lain

Pelayanan
publik

6.

5.

Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi

4.2

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kineria secara keseluruhan

4.3

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit kerja di
instansi untuk mencapai
yang melebihi target
ditetapkan

4 Mendorong unit 4.1
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil
keria sebelumnva

Orientasi pada
hasil

4.
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pembelajaran mengikuti
pelatihan/pendidikan/ pengembang
an kompetensi dan karir

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi--posisi di unit kerjanya

7. Mengelola 4 Memimpin 4.1 Mengarabkan unit keIja untuk lebih
perubahan perubahan pada siap dalam menghadapi perubahan

unit kerja termasuk memitigasi resiko yang
mungkin terjadi

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja

8. Pengambilan 4 Menyelesaiakan 4.1 Menyusun danj'atau memutuskan
keputusan masalah yang konsep penyelesaian masalah yang

mengandung melibatkan beberapaJ seluruh
resiko tinggi, fungsi dalam organisasi
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat
tindakan
pengamanan;
mitigasi resiko

4.2 Menghasilkan soIusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pibak lain

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

B. Sosial Kultural
9. Perekat 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan

Bangsa perbedaan secara meresepresentasikan pemerintah
konstruktif dan dilingkungan kerja dan masyarakat
kreatif untuk untuk senantiasa menjaga
meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam
efektifitas keberagaman dan menerlma segala
organisasi bentuk perbedaan dalam kebidupan

bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

C.TeJmis
10. Manajemen 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi Manajemen

SDM mengembangkan ASNyang ada saat ini, menganalisis



Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap tata
kelola administrasi umum serta
memberikanbimbingandan fasilitas
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait tata kelola
administrasiumum.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen tata
kelolaadministrasiumum; dan

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis./metode/ sistem tata
kelola administrasi umum,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan tata kelola
perlengkapan pimpinan yang
Iebih efektif/efisien;

Mampu meyakinkan dan
memperoleb dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan hubungan masyarakat
dan keprotokolandan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pelaksanaan pengelolaan
hubungan masyarakat dan
keprotokolan

Mampu melakukan perubahan,
Menyusun petunjuk operasional
pelaksanaan pengelolaanhubungan
masyarakat dan keprotokolan

Mampu melaksanakan
mengevaluasi pelaksanaan
hubungan masyarakat dan
keprotokolan, menganalisis
ke1ebihan dan kekurangan serta
mengembangkanstrategi hubungan
masyarakat dan keprotokolan

Meningkatkankapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi
Manajemen ASN yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
penyusunan perencanaan
pembangunandaerah

Mengembangkan norma, standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan/ atau petunjuk teknis strategi
manajemenASN

kekuatan dan kekurangan berbagai
metodeyang dijalankandengan
kelompoksasaran yang berbeda

4.3

4.2
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Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen tata
kelola
administrasi
umum

4.3

4Tata Kelola
Administrasi
Umum
Organisasi

12.

1l. Pengelolaan 4 Mampu 4.1
hubungan mengevaluasi
masyarakat pelaksanaan
dan pengelolaan
keprotokolan hubungan

masyarakat dan
keprotokolan

4.2

4.3

4.2

strategi
penyusunan
Manajemen ASN
yang tepat sesuai
kondisi.



4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat diialankan oleh mereka

4.2 Mengembangkan norma, standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danJ atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomidaerah
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4 Mengevaluasi strategi advokasi yang
ada saat ini, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder penyusunan organisasi
perangkat daerah dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pembentukan organisasi
per _, t daerah

4.3

Advokasi
kebijakan
otonomi
daerah

15.

MaDlpll mengoordinasikan
pembentukan organisasi perangkat
daerah wilayah pemerintahan dan
memecahkan masalah di bidang
organisasi

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis /metode / sistem
cara kerja pembentukan organisasi
perangkat daerah, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
perangkat daerah, melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja penyusunan organisasi
perangkat daerah yang lebih
efektif/efisien

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder penyusunan
produk hukum daerah dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
penyusunan produk hukum
daerah.

4.3

4 Mampu 4.1
mengevaluasi dan
Dlengoordinasilkan
penyusunan
kelem.bagaan
daerah

Penyusunan
kelembagaan
daerah

14.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknisJmetode J sistem cara
kerja penyusunan produk
hukum daerah, menemukenali
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
penyusunan produk hukum
daerah yang lebih
efektifIefisien;
Mampu mengoordinasikan dan
memecahkan masalah
penyusunan produk hukum
daerah;

4.2

4 Mampu 4.1
mengevaluasi dan
mengoordinasilcan
penyusunan
produk
hukum daerah

Penyusunan
produk hukum
daerah

13.
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I I I I I sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah

III. PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadan Jabatan
Mutlak Penting Perlu

A. Pendidikan 1. Jenjang SaIjanajDipioma IV
2. Bidang Administrasi kebijakan/llmu manajemen/Ilmu
llmu hukumjllmu politik/Ilmu administrasi negara/Ilmu

pemerintahan
B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Kepemimpinan ~

Pratama
2. Teknis Diklat teknis terkait dengan ..J

bidang pemerintahan
3. Fungsional -

c. Pengalaman Ketja 1.Memiliki pengalaman jabatan ..J
dalam bidang pemerintahan
hukumj organisasijkepegawaia
n/kehumasan secara
kumulatif paling kurang 5
(lima)tahun

2. Sedang atau pernah -.J
menduduki jabatan
administrator atau jabatan
fungsional jenjang ah1i madya
paling singkat 2 [dua] tahun

D. Pangkat Pembina [IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sikronisasi pelaksanaan program bidang administrasi

umum
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang organisasi
3. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang protocol
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JABATAR PlMPlNAR TlBGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Memberikan telaahan, analisa, dan rekomendasi terhadap isu-isu
Jabatan yang berhubungan dengan permasalahan bidang ekonomi dan

keuangan kepada Bupati sesuai peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku demi kelancaran jalannya pemerintahan daerah.

II. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. MaD~erial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi ketja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong <ian dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada .segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Menqukung dan menerapkan
etika organisasi pJjnsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menan _.onsekuensinya.

4.3 Berani . melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran linglrup keIja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. KeIjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
~9JIti~en tim, di lingkup instansi yang dipimpin
SUle~gl 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sebingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target keIja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/ semangat
untuk memastikan tercapainya
smergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara Iisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat

Nama Jabatan · Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan·
KelompokJabatan · Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintah · Kesekretariatan·
KodeJabatan -
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Mengarahkan unit keIja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan

Memimpin 4.1
perubahan pada

4Mengelola
perubahan

7.

Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya

4.3

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/pendidikan/pengembang
an kompetensi dan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4Pengembangan
diri dan orang
lain

6.

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi Iuar, memperhitungkan dan
dampak dari isu - mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam linglrup
kekuatan politik I--_-I--=0=.rgg~aru===·sa=S1=-' --------------l
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objektif, dan terpengaruh kepentingan
profesional pribadl/kelompok/partai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentinzan pribadi/kelompok

4Pelayanan
publik

5.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
tarzet organisasi

4.3

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau 1--_~di=.;·t:..::e;,.::;ta::.ltP.:..::lkan=;::;'__ --I
melebihi hasil 4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan

sasaran strategis instansi

4.3

Orientasi pada
hasil

4.

pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kineria secara keseluruhan

4
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unit kerja termasuk memitigasi resiko yang
mungkin teIjadi

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit keIjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan progr~-program
perubahan selaras antar unit kerja

8. Pengambilan 4 Menyelesaiakan 4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
keputusan masalah yang konsep penyelesaian masalah yang

mengandung melibatkan beberapaj seluruh
resiko tinggi, fungsi dalam organisasi
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang keIjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi resiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
reaiko]

B. Sosia1 Kultural
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan

perbedaan. secara meresepresentasikan pemerintah
konstruktif dan dilingkungan kerja dan masyarakat
kreatif untuk untuk senantiasa menjaga
meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam
efektifitas keberagaman dan menerima segala
organisasi bentuk perbedaan dalam kehidupan

bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agamajkepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

c. TeJmis
10. Manajemen 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi

Keuangan mengevaluasi terhadap pelaksanaan
Daerah dan menyusun manajemen keuangan daerah,

perangkat norma menemukenaIi kelebihan dan
standar prosedur kekurangan, melakukan
instrument pengembangan atau perbaikan
manajemen cara kerja manajemen
keuangan daera keuangan daerah yang lebih

efektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan cara kerja
pelaksanaan manajemen
keuangan daerah;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
manajemen keuangan daerah.

II. Rekomendasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode
kebijakan mengembangkan strategi advokasi yang ada saat ini



Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi kebijakan

Mengembangkan norma, standar,
kriteria, pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang efektif
serta monitoring evaluasi kebijakan
manajemen studi pembangunan

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat ini
menganalisis kelemahan dan
kekurangan serta mengembangkan
berbagai teknik, metode strategi
advokasi kebijakan manajemen
studi pembangunan yang Iebih
efektif dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder

Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi kebijakan
ilmu ekonomi baik makro maupun
mikro yang tepat untuk diri mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan

Mengembangkan norma, standar,
kriteria, pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang efektif
serta monitoring evaluasi kebijakan
ilmu ekonomi baik makro maupun
mikro

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat ini
menganalisis kelemahan dan
kekurangan serta mengembangkan
berbagai teknik, metode strategi
advokasi kebijakan ilmu ekonomi
baik makro maupun mikro yang
lebib efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder

Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi kebijakan
pemetaan potensi perekonomian
daerah yang tepat untuk diri
mereka sendiri dalam menerapkan
kebijakan

menganalisis kelemahan dan
kekurangan serta mengembangkan
berbagai teknik, metode strategi
kebijakan pemetaan potensi
perekonomian daerah yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder

4.3

4.2
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4 Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
manajemen studi
pembangunan
yang tepat sesuai
kondisi

4.3

4.2

4.3

4.2 Mengembangkan norma, standar,
kriteria, pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang efektif
serta monitoring evaluasi k.ebijakan
pemetaan potensi perekonomian
daerah

strategi advokasi
pemetaan potensi
perekonomian
daerah. yang tepat
sesuai kondisi

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan ilmu
ekonomi baik
makro maupun
mikro yang tepat
sesuai kondisi

4

13. Rekomendasi
manajemen
studi
pembangunan

12. Rekomendasi
kebijakan ilmu
ekonomi baik
makro maupun
mikro

pemetaan
potensi
perekonomian
daerah.
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m. PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting I PerIu

A. Pendidikan 1. .Jenjang Sariana/Diploma IV
2. Bidang Ekonomi/Manajemen/Teknik sipil/Perencanaan wilayah dan
llmu tata kota/ administrasi niaga/ Studi pembangunan

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Kepemimpinan Pratama
""2. Telrnis Manajemen pemerintahan daerah
""pengelolaan keuangan daerah

manajemen kepegawaian
pengadaan barangfjasa pemerintah

3. Fungsional -
c. Pengalaman KeIja 1. Memiliki pengalaman jabatan ...;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah

4.2 Mengembangkan norma, standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danj'atau petunjuk teknis strategi.
advokasi kebijakan otonomi daerah

Mengevaluasi strategi. advokasi yang
ada saat ini, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder perumusan
kebijakan dan .strategi.
pemerintah daerah bidang
administrasi dan keuangan.

4

dalam
dan

daerah
dan

berkontribusi
kebijakan

pemerintah
administrasi

Mampu
perumusan
strategi
bidang
keuangan;

4.2

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi

15. Advokasi
kebijakan
otonomi
daerah

Mampu melakukan evaluasi
terhadap perumusan kebijakan
dan strategi pemerintah
daerah bidang administrasi dan
keuangan,menemukenali
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
peru.musan kebijakan dan
strategi pemerintah daerah
bidang administrasi dan keuangan
yang lebih efektif dan efesien

manajemen studi pembangunan
yang tepat untuk diri mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan

Mampu 4.1
mengevaluasi
dan merumuskan
kebijakan dan
strategi
Pemerintah
Daerah bidang
administrasi dan
keuangan

414. Perumusan
Kebijakan
Bidang
Administrasi
dan
Keuangan
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dalam bidang pemerintahan,
hukum/organisasi/perekonomian
dan pembangunan secara
kumulatif paling kurang 5 (lima)
tahun

~.Sedang atau pernah menduduki --J
jabatan administrator atau
jabatan fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2 (dua)
tahun

D. Panzkat Pembina (IV/ a]
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase rekomendasi atas isu strategis bidang

perekonomian dan pembangunan yang disampaikan kepada
Bupati

2. Persentase pengaduan masyarakat bidang perekonomian
dan pembangunan dan politik yang berhasil dikoordinasikan
dan dianalisa
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JABATAR PlMPlRAlf TlBGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Memberikan telaahan, analisa, dan rekomendasi terhadap isu-isu
Jabatan yang berhubungan dengan permasalahan bidang pemerintahan

hukum dan politik kepada Bupati sesuai peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku demi kelancaran jalannya pemerintahan
daerah.

II. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan stan dar etika

yang tinggi, serta berani
menanggu~onsekuensinva.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etikj'riilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit keIja
komitmen tim, di Iingkup instansi yang dipimpin
sinergi 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai keIja sama antar unit,
memberikan dukungarr/ semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target keIja organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sarna; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiranj'konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong

Nama Jabatan · Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hulrum dan Politik·
Kelompok Jabatan · Jabatan Pimpinan Tin_gg!_·
Urusan Pemerintah · Kesekretariatan·
Kode Jabatan -



36

4.1Memimpin4

Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-oosisi diunit kerianya

4.3

7.

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan batik pada tataran
orzanisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatiharr/ pendidikanj'pengembang
an komnetensi dan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4

Mengelola

Pengembangan
diri dan orang
lain

6.

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi Iuar, memperhitungkan dan
dampak dari isu - mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan. tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam linglrup
kekuatan politik I--_...j....:0:.::.'rgmll==·ls:.::.a=s=-i ---1
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objekticr, dan terpengaruh kepentingan
profesional pribacli/kelompok/partai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfolrus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengarub
kepentingan oribadi/kelompok

4Pelayanan
publik

5.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi

4.3

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau ditetapkan
me1ebihi hasil 1-4-.2-+....:M=em::.:::::an=ta=u=--d-an--m-en-g-ev:-al-u-a-s---:i----=-h-a-sil-:::·-I

kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strateais instansi

tingkat
kinerja
yang

pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kineria secara keseluruhan

4.3

Orientasi pada
hasil

4.

Mengarahkan unit kerja untuk Iebih

4



4.3 Mampu meyakinkan dan dan
memperoleh dukungan dari stake
holder dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait pengkajian
dan penelitian bidang pemerintahan

4.2 Mampu Menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur
dan instrumen dalam bidang
pemerintahan

Mampu melakukan evaluasi.
terhadap isu-isu untuk proses
pengkajian dan penelitian bidang
pemerintahan, menganalisis
kelebihan dan kekurangan serta
memberikan rekomendasi
perbaikan dalam bidang
pemerintahan

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik

Menginisiasi dan
meresepresentasikan pemerintah
dilingkungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kebidupan
bennasvarakat
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organisasi

Mendayagunakan 4.1
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

4 Mampu 4.1
mengevaluasi dan
Menyusun
perangkat norma,
standar dan
prosedur
pengkajian dan
penelitian bidang
pemerintahan

10. Pengkajian
bidang
pemerintahan

c. Telmis

9. Perekat Bangsa 4
B. Soslal Kultural

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja

4.3

4.2

siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi resiko yang
mungkin terjadi
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerianva secara berkala

perubahan pada
unit kerja

Menyelesaiakan 4.1 Menyusun darr/atau memutuskan
masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapaj seluruh
remko ~, ~ __~~==lron~'~d=a~la=m~o~r~rW~a=D=j~~~'__~~ __~
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi. dampak
mitigasi resiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

4Pengambilan
keputusan

perubahan

8.



Mampu melakukan penyelarasan
(harmonisasi) dengan peraturan
perundang-undangan yang lain,
mampu merumuskan inti sari dari
suatu kebijakan yang akan
memberikan dampak positif dari
maksud dan tujuan kebijakan bagi
instansi dan masyarakat

Mampu meyakinkan dan dan
memperoleh dukungan dari stake
holder dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait pengkajian
dan penelitian bidang politik

Mampu Menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur
dan instrumen dalam bidang politik

Mampu melakukan evaluasi
terhadap isu-isu untuk proses
pengkajian dan penelitian bidang
pemerintahan, menganalisis
kelebihan dan kekurangan serta
memberikan rekomendasi
perbaikan dalam bidang politik

Mampu meyakinkan dan dan
memperoleh dukungan dari stake
holder dan memberikan bimbingan
dan fasi1itasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait pengkajian
dan penelitian bidang hukum

Mampu melakukan evaluasi
terhadap isu-isu untuk proses
pengkajian dan penelitian bidang
pemerintahan, menganalisis
kelebihan dan kekurangan serta
memberikan rekomendasi
perbaikan dalam bidang hukum

4.3

4.2

4.3

4.2 Menguasai kunci-kunci sukses
dalam dalam implementasi suatu
kebijakan, dan menerapkan praktek
terbaik pendekatan implementasi
kebijakan, mampu merumuskan
solusi terhadap hambatan dalam
implementasi suatu kebijakan dan
mengembangkan pendekatan barn
dalam implementasi untuk
meningkatkan efektivitas suatu

4.2 Mampu Menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur
dan instrumen dalam bidang
hukum
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4

4

4

Mampu 4.1
melakukan
harmonisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitoring dan
evaluasi dalam
penyusunan
kebijakan bidang
pemerintahan
hukum dan politik

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
Menyusun
perangkat norma,
standar dan
prosedur
pengkajian dan
penelitian bidang
politik

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
Menyusun
perangkat norma,
standar dan
prosedur
pengkajian dan
penelitian bidang
hukum

13. Penyusunan
kebijakan
daerah bidang
pemerintahan
hukumdan
politik

12. Pengkajian
bidang politik

11. Pengkajian
bidang hukum
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III. PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak Penting Perlu

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjanaj'Diploma IV
2. Bidang Ilmu Dmu pemerintahan/Dmu hukum /Dmu politik/ Ilmu

administrasi pemerintaharr/Ilmu administrasi publik/
bidang ilmu lainnya yang relevan dengan jabatan Staf Ahli
Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan l( inanPratama ...J
2. Teknis Diklat teknis yang terkait dengan -.J

pemerintahan
3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja 1.Memiliki pengalaman jabatan ..,j
da1am bidang pemerintahan dan
hukum secara kumulatif paling

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebiiakan otonomi daerah

4.2 Mengembangkan norma, standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan/ atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebiiakan otonomi daerah

Mengevaluasi strategi advokasi yang
ada saat ini, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda

4Advokasi
kebijakan.
otonomi
daerah

15.

Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
kebijakan administrasi
pemerintahan daerah yang tepat
untuk diri mereka sendiri dalam
menerapkan kebiiakan

4.3

Mengembangkan norma, standar,
prosedur, kriteria, pedoman, dan
petunjuk teknis strategi komunikasi
dan pelaksanaan advokasi yang
efektif serta monitoring evaluasi
advokasi kebijakan administrasi
pemerintahan daerah

4.2

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat ini
menganalisis kelemahan dan
kekurangan serta mengembangkan
berbagai teknik, metode strategi
advokasi kebijakan administrasi
pemerintahan daerah yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
administrasi
pemerintahan
daerah yang tepat
sesuai kondisi

Advokasi
kebijakan
administrasi
pemerintahan
daerah

14.

Mampu menetapkan upaya
perbaikan dan menetapkan
Langkah-langkah tindak lanjut dari
hasil monitoring dan evaluasi

4.3
kebiiakan

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi

4
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kurang 5 (lima)tahun
~. Sedang atau pemah menduduki ~
jabatan administrator atau
jabatan fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat Pembina (IVIa)
E. IndikatorKineIjaJabatan 1. Persentase rekomendasi atas ISU strategis bidang

pemerintahan hukum dan politik yang disampaikan
kepada Bupati

~. Persentase pengaduan masyarakat bidang pemerintahan
hukum dan politik yang berhasil dikoorclinasikan dan.
dianalisa
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JABATAB PlMPlRAN TlNGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Memberikan telaahan, analisa, dan rekomendasi terhadap isu -isu
Jabatan yang berhubungan dengan permasalahan bidang sumberdaya

aparatur dan kemasyarakatan kepada Bupati sesuai peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran jalannya
pemerintahan daerah.

II. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskrrpsi Indikator Kompetensi

A. ManeJerial
L Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi ketja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggun~onsekuensinva.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etikj'riilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, di lingkup instansi yang dipimpin
sinergi 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sebingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
oI'g_anisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukunganj seman gat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
tar_getkerja ol"g_anisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemabaman yang
secara lisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiranjkonsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong

Nama Jabatan · Staf Ahli Bidan_g_Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan·
Kelompok Jabatan · Jabatan Pimpinan Tinggi·
Urusan Pemerintah · Kesekretariatan·
Kode Jabatan -
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Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit keIjanya

4.3

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
oraarrisasi

4.2

Pengembangan
diri dan orang
lain

6. Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/ pendidikanj pengembang
an komnetensi dan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.3

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada lSU-1SU jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
lSU jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam lingkup
kekuatan politik 1-----::-~o:.:.r=glBl11=·sa=s=..i---::--::---:-:---::----:-------1
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemanglru standar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objektU, dan terpengaruh kepentingan
profesional pribaclil kelomnok/ partai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan oribadi/kelompok

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
tarzet orzanisasi

4.3

Pelayanan
puhlik

5.

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau 1--_-I-=di=.:.t:::.eta=LP:=lk=a=n=--- ---,-----,-------::-::-l

melebihi hasil 4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan

sasaran strategis instansi

pemanglru kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kineria secara keseluruhan

4

4

4Orientasi pada
hasil

4.



4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang elijadikan norma, standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan
penyusunan kebijakan bidang
kemasyarakatan dan sumber
daya manusia;

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknikj
metode Isistem cara
ketja,mengetahui kelebihan
dan kekurangan, serta
melakukan pengembangan
atau perbaikan
teknikjmetode j sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia yang
lebih efektif dan efisien;
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Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
bidang
kemasyarakatan
dan
sumber daya
manusia

410. Advokasi
Kebijakan
Bidang
Kemasyarakata
ndan
SumberDaya
Manusia

c. Telmia

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

4.3

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agamajkepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik

Menginisiasi dan
meresepresentasikan pemerintah
dilingkungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat

Mendayagunakan 4.1
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

Perekat Bangsa 49.
B. Soaial KultUDl

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja

4.3

4.2 Memastikan perubahan sudah
eliterapkan secara aktif eli lingkup
unit kerianya secara berkala

Menyelesaiakan 4.1 Menyusun dan Iatau memutuskan
masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapaj seluruh
resiko tin~, ~ __~~==l~~~·~d=al~a~m~o~r~~aru~·sa~s~i~
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang keIjanya yang
membuat berdampakpada pihak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi resiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi resiko yang
mungkin terjadi

Memimpin 4.1
perubahan pada
unit kerja

4

4

Pengambilan
keputusan

Mengelola
perubahan

8.

7.



4.3 Meningkatkan kapasitas pemanglru
kepentingan untuk
mengembangkan strategi
Manaiemen SDM yang dapat

4.2 Mengembangkan norma, standar,
prosedur, kriteria, p~ap~¥-h
4fw / at~"H p~tHnjll~ telqlis ~tra.t~m:
manaiemen SDM.' ., . . .. ,..

Mengevaluasi strategi Manajemen
SDM yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
analisis kebijakan bidang
kemasyarakatan dan sumber
daya manusia dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait analisis kebijakan
bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia.

4.2 Mampu menyusun pedoman
pebmjuk teknis, cara ke~a
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan analisis kebijakan
bidang kemasyarakatan dan
sumber davamanusia;
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4 Mampu 4.1
mengembangkan
strategi
penyusunan
Manajemen SDM
yang tepat sesuai
kondisi.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/ metode / sistem cara
kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja analisis kebijakan
bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia yang
lebih efektif/ efisien;

Mampu 4.1
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
analisis
kebijakan bidang
kemasyarakatan
dan
sumber daya
manusia

serta
dan
lain

penyusunan
bidang
sumber

Mampu
memperoleh
stakeholder
pelaksanaan
kebijakan
kemasyarakatan dan
daya manusia,
memberikan bimbingan
fasilitasi kepada instansi
atau stakeholder terkait
penyusunan k.ebijakan bidang
kemasyarakatan dan sumber
daya manusia.

4.3 meyakinkan dan
dukungan dari

terhadap

4

12. Manajemen
Sumberdaya
Manusia (SDM)

11. Analisis
Kebijakan
Bidang
Kemasyarakata
ndan
SumberDaya
Manusia
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Ill. PERSYARATAN JABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting I Perlu

A. Pendidikan L Jenjan_g_ SarianajDiploma N
2. Bidang IImu IImu ekonomi pembangunanjllmu kebijakan publikjIImu

manajemenj llmu sosial politik
B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Kepemimpinan Pratama ~

2. Teknis Diklat teknis terkait dengan ~
sumberdaya aparatur dan
kemasyarakatan

3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki pengalaman jabatan ..;

dalam bidang
kemasyarakatanj sumberdaya
manusisj'kepegawaian secara
kumulatif paling kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau pemah menduduki ..;
jabatan administrator atau
jabatan fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat Pembina (IVj a)
E. Indikator KineIja Jabatan 1. Kualitas rekomendasi kebijakan bidang sumberdaya

manusia dan kemasyarakatan

dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah

13. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang
kebijakan mengembangkan ada saat ini, menganalisis kekuatan
.otonomi strategi advokasi dan kekurangan berbagai metode
daerah kebijakan otonomi yang dijalankan dengan kelompok

daerah yang tepat sasaran yang berbeda
sesuai kondisi

4.2 Mengembangkan. norma. standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danj atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebiiakan otonomi daerah

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi. advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah
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JABATAN PlMPllfAN TIBGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
Jabatan pelaporan kegiatan kesekretariatan DPRD sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku
II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Msaftsalerial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi keJja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi keIja yang kepentingan mematuhl nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam.
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggunglconsekuensinya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Ketjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim di Iingkup instansi yang dipimpin,
sinergi 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka peneapaian target kerja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/ semangat
untuk memastikan tercapainya
smergi dalam rangka peneapaian
target keria organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil dislrusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja seeara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiranj'konsep
yang multidimensi dalarn bentuk
tulisan formal

4.3 Menyampaikan informasi seeara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-Iangkah bersama
dengan tuiuan meningkatkan

Nama Jabatan · Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah·
Kelompok Jabatan · Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintah · Kesekretariatan·
Kode Jabatan -
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7. Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap datam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi resiko yang
munzkin teriadi

Memimpin 4.1
perubahan pada
unit kerja

4Mengelola
perubahan

Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi
posisi di unit kerjanya

4.3

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatiban/pendidikan/pengembang
an kompetensi dan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4Pengembangan
diri dan orang
lain

6.

4.3

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada isu-isu jangka ,panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objelctif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam lingkup
kekua~ politik~-,,-~o=r~~axn~·sa==m~·_~~~--::-__ --::-__ ~
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objelctif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objektif, dan terpengaruh kepentingan
professional pribadiykelompok/partai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengilruti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadij'kelompok

4Pelayanan
publik

5.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target orzanisasi

4.3

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau ditetapkan
melebihi hasil 1--4--::--c.2:--1---:M==-=eman=-===ta:===-u--=d'-an--m-e-n-g-ev-al-'-u-a-s-'i'--'-h-a-s"'-'il-l
kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan

sasaran strategis instansi

kineria secara keseluruhan
Orientasi pada
hasil

4. 4



4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Penyusunan Produk Hukum
Daerah. dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengadaan barang dan jasa

4.2 Mampu melakukan pembahasan
dengan DPRD dan Iatau stakeholder
terkait Penyusunan Produk Hukum
Daerah dibidang ekonomi, SDA,dan
Pembangunan;

Mampu melakukan evaluasi
teknia/metode Isistem penyusunan
produk hukum daerah, menemu
kenali kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan atau
perbaikan cara kerja Penyusunan
Produk Hukum Daerah yang Iebih
efektif'/efisien dibidang ekonomi,
SDA,dan Pembangunan;

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

4.3

4.2

Mampu 4.1
mengevaluasi
pelaksanaan
penyusunan
produk hukum
daerah dan
melakukan
pembahasan
dengan
stakeholder
terkait.

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik

Menginisiasi dan
meresepresentasikan pemerintah
dilingkungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat
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Mendayagunakan 4.1
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

410. Penyusunan
Produk Hukum
Daerah

c. TeJmIs

9. Perekat Bangsa 4
B. Soslal Kultural

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit keria

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif 'di lingkup
unit kerianya secara berkala

Menyelesaiakan 4.1 Menyusun danj'atau memutuskan
masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seluruh
resiko tinggi, fungsi dalam organisasi~~~~~~~==~~~~----~~--~
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain
tindakan 4.3 Memhuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi resiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

4Pengambilan
keputusan

8.



Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknia/metode / sistem
cara kerja menemu kenali keIebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
keria pengelolaan keuangan daerah

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
penyusunan risalah dan kegiatan
persi~an serta
pendokumentasian produkproduk:
hukum dan mem.berikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
penyusunan risalah dan kegiatan
persidangan serta
pendokumentasian produkproduk
hukum.

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
penyusunan risalah dan kegiatan
persidangan serta
pendokumentasian produkproduk
hulrum; dan

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknisj metode j sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja penyusunan risalah dan
kegiatan persidangan serta
pendokumentasian produkproduk
hukum yang lebih efektif/ efisien;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi
Manajemen ASN yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan!atau petunjuk teknis strategi
Manajemen ASN;

Mengevaluasi strategi Manajemen
ASNyang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan berbagai
metode yang dijalankan dengan
kelompok sasaran yang berbeda;

dibidang ekonomi, SDA, dan
Pembangunan.
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menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument

Mampu 4.1
mengevaluasi dan

4

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
s~dar prosedur
instrument
penyusunan
risalah dan
kegiatan
persidangan serta
pendokumentasia
n produk-produk
hukum.

4

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi.
penyusunan
Manajemen ASN
yang tepat sesuai
kondisi.

4

13. PengeIoIaan
Keuangan
Daerah

12. Penyusunan
risalah dan
kegiatan
persidangan
serta
pendokumenta
sian produk
produk hukum

11. Manajemen
SDM
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III.PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mut1akI Penting I Perlu

A. Pendidikan 1. .Jeniang SatianajDiploma N
2. BidangDmu Ilmu Pemerintahan/ Hukum/ Administrasi Negara/

Administrasi Publik/ Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/
Manajemen

B. Pelatihan 1.Manaierial Pelatihan KepemimpinanPratama I I " I
2.Teknis Diklat legaldrafting I I " I

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomidaerah.

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danjatau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomidaerah;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Pengelolaan
Barang MilikDaerah.

4.3

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

415. Advokasi
Kebijakan
Otonomi
Daerah

Mampu melakukan perbaikan,
menyusun petunjuk operasional
pelaksanaan pengeloIaan Barang
MilikDaerah;

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknia/ metode/ sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melalrukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja pengelolaan Barang Milik
Daerah yang lebih efektif/efisien;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Pengelolaan
Keuangan Daerah.

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah;

Mengevaluasistrategi advokasi yang
ada saat ini, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2

Mampu 4.1
Mengevaluasi
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

4

Pengelolaan yang lebih efektifj efisien;
Keuangan Daerah

14. Pengelolaan
Barang Milik
Daerah



51

Dildat teknis terkait "kesekretariatan
C. Pengalaman Kerja 1.Memiliki pengalaman jabatan "dalam bidang kesekretariatan/h

ulrum/Kepegawai ani Organisasi
secara lrumulatif paling kurang 5
(lima)tahun

~. Sedang atau pemah menduduki "jabatan administrator atau
jabatan fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina (IVIa)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas tata kelola persidangan;

2. Kualitas pengelolaan Barang MilikDaerah.
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JABATAN PDlPDfAN TJlfGGI PRATAIIA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Melaksanakan sebagian tugas Bupati/Walikota di bidang pengawasan
Jabatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan cara merencanakan,

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas di
bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
daerah agar tercapai sesuai dengan perencanaan,

II. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manlderlal
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggungkonsekuensinya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. KeIjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi. antar unit kerja
komitmen tim di Jingkup instansi yang dipimpin,
sinergi 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sebingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sarna antar unit,
memberikan dukunganj seman gat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target keria organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kineIja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiranjkonsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong

Nama Jabatan · Inspektur·
Kelompok Jabatan · Jabatan Pimpinan Tinggi·
Urusan Pemerintah · Penaawasan Internal Pemerintah·
Kode Jabatan -
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Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihanj'pendidikarr/ pengembang
an kompetensi dan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4Pengembangan
diri dan orang
lain

6.

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada lSU-1SU jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organrsasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam lingkup
kekuatan politik~_~o~n;curi==='ls=a=s~i ~
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objektif, dan terpengaruh kepentingan
profesional pribadi/kelompok/partai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebuOWhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadij'kelompok

4Pelayanan
publik

5.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi

4.3

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau ditetapkan
melebihi basil 1--4-.2---+--=M=em::....::.=:an=t=a=u:..__d-an--m-en-g-ev-al-u-a-s-i-h-a-sil-·--I

kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi

pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-Iangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

4.3

Orientasi pada
basil

4.

Mengembangkan orang-orang
disekitamya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi
posisi di unit kerjanya

4.3

4



4.3 Mendorong stakeholder untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang tepat untuk diri mereka
sendiri; mengidentifikasi hambatan
di lingkungan mereka sendiri dalam
penerapan kebijakan, serta

4.2 Mengembangkan norma standar,
kriteria, pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang efektif
serta monitoring evaluasi advokasi
kebiiakan publik;

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat ini
menganailisis kelemahan dan
kekurangan serta mengembangkan
berbagai teknik, metode strategi
advokasi yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai konelisi
stakeholder·

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agamajkepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

4.3

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agamajkepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik
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Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
pengawasan
internal
pemerintah

Menginisiasi dan
meresepresentasikan pemerintah
dilingkungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kebidupan
bermasyarakat

Mendayagunakan 4.1
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meniogkatkan
efektifitas
organisasi

410. Advokasi
kebijakan
pengawasan
internal
pemerintah

C.Telmis

9. Perekat Bangsa 4
B. Soaial Kultural

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja

4.3

4.2

Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi resiko yang
mungkin terjadi

Menyelesaiakan 4.1 Menyusun danjatau memutuskan
masalah yang konsep penyelesaian m.asalah yang
mengandung melibatkan beberapaj seluruh
remko tin~, ~ __~fU==n~g,sil~·d~W~a~m~o~rgwant~~·s~a~s~i~
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi resiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

Memimpin 4.1
perubahan pada
unit kerja

Memastikan perubahan sudah
eliterapkan secara aktif eli lingkup
unit keljanya secara berkala

4

4

Pengambilan
keputusan

Mengelola
perubahan

8.

7.



Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknisj' metode/ sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kelrurangan melakukan

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dulrungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan teknologi, informatika
dan manajemen data dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pengawasan
keuangan dan kineria perangkat
daerah.

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengawasan keuangan dan kineIja
perangkat daerah; dan

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metode / sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja pengawasan keuangan dan
kinerja perangkat daerah yang lebih
efektif/ efisien;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan pelayanan
komunikasi publik dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengawasan
penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah termasuk
pengawasan internal dan khusus.

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur 7

instrumen pengawasan
penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah termasuk
pengawasan internal dan khusus;

mengidentifikasi menemukan akses
ke sumber daya yang dibutuhkan
untuk menerapkan kebijakan
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menyusun
perangkat norma

menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
pengawasan
keuangan dan
kinerja perangkat
daerah

Mampu 4.1
mengevaluasi dan

Mampu 4.1
mengevaluasi dan

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/ sistem
cara kerja men emu kenali kelebihan
dan kelrurangan melalrukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah yang
lebih efektif/ efisien termasuk
pengawasan internal dan khusus;

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
pengawasan
penyelenggaraan
urusan
pemerintah
daerah.

4

4

4

13. Penyusunan
laporan hasil
pengawasan

12. Pengawasan
keuangan dan
kinerja
perangkat
daerah

11. Pengawasan
penyelenggaraa
n urusan
pemerintah
daerah



Mengevaluasi strategi advokasi yang
ada saat ini, menganalisis keIruatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan.
pengelolaan informasi puhlik dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pemantauan
tindaklanjut hasil pengawasan.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pemantauan tindaklanjut hasil
pengawasan;

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknisjmetode / sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kelrurangan melalrukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja pemantauan tindaklanjut
hasil pengawasan yang lebih
efektifj efisien;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengembangan e-goverment, dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait penyusunan
laporan hasil pengawasan.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen penyusunan Iaporan
hasil pengawasa;

pengembangan atau perbaikan cara
kerja penyusunan laporan hasil
pengawasan yang lebih
efektif'/ efisien;

4.3

4.2

4.3

4.2

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah.

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danj atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomi daerah;
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4

standar prosedur
instrument
penyusunan
laporan hasil
pengawasan

4

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
pemantauan
tindak lanjut hasil
pengawasan

Advokasi
Kebijakan
Otonomi
Daerah

15.

14. Pemantauan
tindaklanjut
hasil
pengawasan
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HI. PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting I Perlu

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjanaj DiplomaIV
2. Bidang llmu Ekonomi I Administrasi Negara I Hukum Illmu

Pemerintahan
B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Kepemimpinan Pratama ~

2. Telmis Diklat teknis terkait -Y
kesekretariatan

C. Pengalaman. Kerja 1. Memiliki pengalaman jabatan
'"dalam bidang pengawasan

secara lrumulatif paling kurang 5
(lima)tahun

2. Sedang atau pemah '" '"menduduki jabatan
administrator atau jabatan
fungsional jenjang ahli madya
paling singkat 2 (dua) tahun:

D. Pangkat Pembina (IV/ a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan

tata kelola administrasi keuangan;
f,2.Penurunan prosentase penyimpangan pengelolaan

keuangan.
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JABATAB PDIPINAN TllfGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan
Jabatan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas

pembantuan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalarn
rangka mendukung pencapaian sasaran program serta visi dan misi
Pemerintah Daerah.

n. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manl\lerial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanl&UnJdconsekuensinya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. KeIjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit keIja
komitmen tim di lingkup instansi yang dipimpin,
sinergi 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target keIja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungarr/ semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalarn rangka pencapaian
target kerja organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemanglru kepentingan untuk
mendorong tujuan meniogkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiranjkonsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendoron_g_

Nama Jabatan · Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kelompok Jabatan · Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintah · Pendidikan dan Kebudayaan·
Kode Jabatan -
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6.

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
oraanisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/ pendidikan/pengembang
an kompetensi dan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4Pengembangan
diri dan orang
lain

4.3

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada lSU-1SU jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam lingkup
kekuatan politik 1--_+-=o:.=_r~glaIll=· s:.=_a=s=..i-------------------l
dalam. hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telab selaras dengan
pemangku stan dar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objektU, dan terpengaruh kepentingan
profesional pribadr/kelompok/partai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak. terpengaruh
kepentingan pribadiJkelompok

4Pelayanan
publik

5.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit keIja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target orzanisasi

4.3

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau ditetapkan~ __~==~x===~ ~
melebihi hasil 4.2 Memantau dan mengevaluasi basil
kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan

sasaran stratezis instansi

pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kineria secara keseluruhan

Orientasi pada
hasil

4.

Mengembangkan orang-orang
disekitamya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya

4.3

4



4.1 Mengevaluasi sarana dan prasarana
yang ada saat ini, menganalisis
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Mampu
mengevaluasi

411. Perencanaan
Penyediaan

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan pendidikan.

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danj atau petunjuk teknis strategi
bidang Pendidikan;

Mengevaluasi strategi bidang
pendidikan yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

4.3

4.2

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi
penyusunan
kebijakan bidang
pendidikan yang
tepat sesuai
kondisi.

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agamajkepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik

Menginisiasi dan
meresepresentasikan pemerUntah
dilingkungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat

Mendayagunakan 4.1
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

410. Advokasi
kebijakan
bidang
Pendidikan

c. Telmis

9. Perekat Bangsa 4
B. Sosia1 Kultural

pengamanan;
mitigasi resiko

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit ketjanya secara berkala

Menyelesaiakan 4.1 Menyusun danj atau memutuskan
masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapaj seluruh
resiko tinggi, ~ __~fU~n~WS]l~'d~a=~=a=m~o~rg~anI==='sa==s~i~
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
kepu tu san, dengan bidang ketjanya yang
membuat berdampak p_ada pihak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

4.1 Mengarahkan unit ketja untuk Iebih
pada siap dalam menghadapi perubahan

termasuk memitigasi resiko yang
mungkin terjadi

Memimpin
perubahan
unit kerja

4

4

Pengambilan
keputusan

Mengeiola
perubahan

8.

7.



Mampu melakukan evaluasi
terhadap pembinaan kesenian dan
pengelolaan eagar budaya, menemu
kenali kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan atau
perbaikan pembinaan kesenian dan
pengelolaan eagar budaya yang
Iebihefektif/efisien;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan
pendidikan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait Pendidikan.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, eara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan
Pendidikan;

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknisj'metodey sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan eara
kerja pengawasan penyelenggaraan
Pendidikan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
pemangku kepentingan terhadap
Pereneanaan SDM Pendidik dan
Kependidikandan pemenuhannya.

Mampu menyusun pedoman dan
petunjuk teknis Pereneanaan SDM
Pendidik. dan Kependidikan; dan

Mampu mengevaluasi Perencanaan
SDM Pendidik dan Kependidikan
yang ada sesuai dengan jumlah dan
sebaran serta proyeksi anak usia
sekolah;

Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi. yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam penyediaan sarana
dan prasarana pendidikan.

Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk teknis
penyediaan sarana dan prasarana
Pendidikan;

kekuatan dan kekurangan berbagai
metode yang dijalankan dengan
kelompoksasaran yang berbeda;

4.3

4.2

4.3

4.2

4.3

4.2
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4

4

perencanaan
penyediaaan
sarana pendidikan

4

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen
pembinaan
kesenian dan
pengelolaan eagar
budaya

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
s~dar prosedur
pengawasan
penyelenggaraan
pendidikan

Mampu 4.1
mengevaluasi
perencanaan SDM
pendidik dan
kependidikan dan
pemenuhannya

14. Pembinaan
Keseniandan
Pengelolaan
eagar Budaya

13. Pengawasan
Penyelenggaraa
n Pendidikan

12. Pereneanaan
SDMPendidik
dan
Kependidikan
dan
Pemenuhannya

Saranadan
Prasarana
Pendidikan
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Ill. PERSYARATAN JABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting IPerlu

A. Pendidikan 1.Jenjang Sarjana/Diploma IV
2.Bidang Dmu Ilmu Pendidikarr/ Dmu Kesenianj' Dmu Kebudayaan/

ManajemenPendidikan
B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan KepemimpinanPratama ...j

2.Teknis Diklat Pendidikan dan ...j
Kebudayaan

3. Fungsional -
c. Pengalaman Kerja 1. Memiliki pengalaman jabatan ...j

dalam bidang pendidikan/
kebudayaan seeara kumulatif
_palingkurang 5 (lima)tahun

~. Sedang atau pernah menduduki ..J
jabatan administrator atau
jabatan fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina (N/a)
E. Indikator KinerjaJabatan 1. Kualitas hasil penyusunan kebijakan kebudayaan

~. Pengelolaan Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian Dan
.. Pengetolaan eagar Budaya
~. Peningkatan .kualitas Pendidik, Sarana dan Pras~ap~

l.lO.m~~pcUmlool P&J1~~budayaan
14. Persentase Peningkatan Keluarga sadar pendidikan dan

sadar budaya

4.2 Mengembangkan norma stan dar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan Iatau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomi daerah;

Mengevaluasi strategi advokasi yang
ada saat ini, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pembinaan kesenian dan
pengelolaan eagar budaya dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pembinaan
kesenian dan pengelolaan eagar
budaya.

4.3

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi
Daerah

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan eara kerja
pelaksanaan pembinaan kesenian
dan pengelolaan eagar budaya;

4.2

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah.

4
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JABATAIf PIMPIlfAlf TIllGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Melaksanakan sebagian tugas Bupati/Walikota dibidang kesehatan
Jabatan dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan kesehatan masyarakat, penanggulangan penyakit, pelayanan
kesebatan dan sumber daya kesehatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi dinas
kesehatan agar dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai
dengan perencanaan.

II. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskrinsi Indikator Kompetensi

A. M$lftDlerial

1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada seaala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prmsip moral dan standar etika

yang tinggi., serta berani
menanggungkonsekuensinya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etikJnilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim di lingkup instansi yang dipimpin,
sinergi 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
orlZanisasi

4.3 Mengem.bangkan sistem. yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/ semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
tarzet ken a orzanisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting basil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kineIja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruban

4.2 Menuangkan pemikiranj'konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

Nama Jabatan · Kepala Dinas Kesehatan
Kelompok Jabatan · Jabatan Pimpinan Tinggi·
Urusan Pemerintah · Kesebatan·
Kode Jabatan · -
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Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatiban/pendidikan/pengembang
an kompetensidan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4Pengembangan
diri dan orang
lain

6.

5.

4.3

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada lSU-lSU jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panJang, publik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam lingkup
kekuatan politik f--__~o:.:.r.Q:glan1=.::·=s::::a=s::..i__------:~__:_:_------------____j
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuban instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objek:ti£, dan terpengarub kepentingan
profesional nribadi/kelompok/lnl£u.U.politik

Menerapkanstrategijangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok

4Pelayanan
publik

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit keIja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi

4.3

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit ketja di
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau ditetapkanr---~==~~==~------------------~melebihi hasil 4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
ketja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan

sasaran strategis instansi

Menyamp~ uuonnasi ~a
persuasif untuk mendorong
pemanglru kepentingan sepakat
pada langkah-Iangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kineria secara keseluruhan

4.3

Orientasipada
hasil

4.

Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk

4.3

4



4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi. yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebiiakan kesehatan.

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan/ atau petunjuk teknis strategi
bidanz kesehatan;

Mengevaluasi strategi advokasi
bidang kesehatan yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

4.3

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik
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sesuaitepat
kondisi.

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi
penyusunan
kebijakan bidang
kesehatan yang

Menginisiasi dan
meresepresentasikan pemerintah
dilingkungan ketja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segal a
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat

Mendayagunakan 4.1
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

410. Advokasi
Kebijakan
Bidang
Kesehatan

c.Telmis

9. Perekat Bangsa 4
B. Sosial Kultural

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja

4.3

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerianva secara berkala

Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi resiko yang
munzkin teriadi

Menyelesaiakan 4.1 Menyusun danj atau memutuskan
masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seluruh
resiko tinggi, 1--_+-=fu-===n=g~sl=--'-=d-=al==am=--=o:..=r.s=::g~aru=·s:..::a=s.::...i---------.,.--1
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak. masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang keIjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi resiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya [mitigasi
resiko)

Memimpin 4.1
perubahan pada
unit ketja

posisi-posisi eli unit keIjanya

4

4

Pengambilan
keputusan

Mengelola
perubahan

8.

7.



Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang

4.2
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Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis I metode / sistem
cara kerja menemukan kelebihan
dan kelrurangan dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja Kelayakan Izin Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan Minuman
yang lebih efektif/ efisien;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait prosedur
kelayakan rumah sakit dan fasilitas
kesehatan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi setiap unit lainnya atau
stakehoider terkait kelayakan
rumah sakit dan fasilitas
kesehatan.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara keIja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen prosedur kelayakan
rumah sakit dan fasilitas
kesehatan; dan

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metodeIsistem
cara kerja menemukan kelebihan
dan kekurangan dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja Studi Kelayakan Pelatihan dan
produktivitas Tenaga Kerja yang
lebih efektifJefisien;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pada pengelolaan
sarana dan prasaran kesehatan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi setiap unit
lainnya atau stakeholder terkait
pengelolaan sarana dan prasarana
kesehatan.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen dalam standar
pengelolaan sarana dan prasarana
kesehatan;

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknisymetode / sistem
cara kerja menemukan kelebihan
dan kekurangan dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
pengelolaan sarana dan prasarana
yang lebih efektif/ efisien;

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument

4.3

4.2

4.3

4.2

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
kelayakan rumah
sakit dan fasilitas
kesehatan

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat standar
prosedur sarana
dan prasarana
pelayanan
kesehatan serta
mengkoordinasika
n penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan yang
komprehensif.

4

4

4

Analisis
Kelayakan Izin
Farmasi, Alat
Kesehatan dan
Makanan
Minuman

Analisis
Kelayakan lzin
Pendirian
Rumah Sakit
dan Fasilitas
Kesehatan

13.

12.

11. Pengelolaan
saranadan
prasarana
pelayanan
kesehatan
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III. PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting I Perlu

A. Pendidikan 1. Jenjang Sariana/Diploma IV
2. Bidang llmu Dmu Kesehatan/ Kedokteran/ Keperawatan/ Farmasi/

Kesehatan Masyarakat/ Ilmu Gizi dan Kesehatan/
Manaiemen Rumah Sakit

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Kepemimoinan Pratama ~
2. Teknis Diklat Kesehatan ...J

Mengevaluasi strategi advokasi yang
ada saat ini, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait dengan
perencanaan SDM tenaga kesehatan
dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada stakeholder terkait
lainnya.

Mampu menyusun perencanaan
kebutuhan SDM tenaga kesehatan
dan ketersediaan SDM tenaga
kesehatan saat ini dan yang akan
datang:

Mampu melakukan evaluasi
kebutuhan SDM tenaga kesehatan
dan ketersediaan SDM tenaga
kesehatan yang ada dengan
pertumbuhan penduduk dan
sebarannya;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengembangan egoverment, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait kelayakan Izin
Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman.

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi
Daerah

14. Perencanaan
SDM tenaga
kesehatan

dijadikan norma standar, prosedur,
instrument Kelayakan Izin Farmasi,
Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman;

4.3

4.2

4.3

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah.

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur,' kriteria, pedoman,
danIatau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomi daerah;

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

Mampu 4.1
mengevaluasi
ketersediaan SDM
tenaga kesehatan
dan menyusun
perencanaan
kebutuhan SDM
tenaga kesehatan

4

4
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I 3. Fungsional -
c. PengalamanKerja 1.Memiliki pengalaman jabatan ...j

dalam bidang kesehatan secara
kumulatif paling kurang 5 (lima)
tahun

~. Sedang atau pemah menduduki ...j
jabatan administrator atau ...j ...j
jabatan fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat Pembina (IVIa)
E. IndikatorKinerjaJabatan 1.Peningkatanderajat kesehatan masyarakat (meningkatnya

usia harapan hidup/menurunnya angka kematian bayi);
~. Ketersediaanjumlah dan kualitas SDMtenaga kesehatan;
G. Ketersediaansarana_pelay~an kesehatan.
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Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi
secara lisan dan
tertulis untuk
mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

43. Komunikasi

Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukunganj semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target keria organisasi

4.3

4.1Membangun
komitmen
sinergi.

4 Membangun sinergi antar unit kerja
tim, I----:--+-=di:...:·lin=':.=Iu=-=rlru~l:P:....:in=s-=tan=::-=s=..i.L.vian=lg~di::.E:ip:.:::;iim=l=p:in=------l

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sebingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi

2. KeIjasama

1. Integritas

Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etikj'nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

4.3

Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kelja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada f--_+-=se=-=~=~=.a:::..._s=i:.:.tu=a=si=-d=an=-=k=o=n=di=·=si:..:....------l
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prmsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggungkonsekuensinya.

Mengintegrasikan infonnasi
infonnasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman yang
sama; berbagi informasi dengan
pemangku kepentingan untuk
tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan

4.1

4
A. MaD.IYerial

Diskripsi Indikator KompetensiLevelKompetensi
II. STANDARKOMPETENSI

Ikhtisar Melaksanakan sebagian tugas BupatijWalikota di bidang Pekerjaan
Jabatan Umum dan Penataan Ruang dengan merumuskan kebijakan dalam

penyusunan program, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan
rehabilitasi dan pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan dan
pengendalian, terhadap penyelenggaraan infrastruktur jalan,
jembatan, bangunan pelengkap jalan dan pengembangan sumber
daya air berupa jaringa irigasi dan bangunan pelengkap lainnya serta
melakukan pendataan, pengendalian dan pengawasan dan
rekomendasi terhadap pemanfaatan aset infrastruktur kebinamargaan
dan sumberdaya air atau diluar fungsinya dan tugas lain yang
diberikan Bupati/Walikota.

I. IKHTISARJABATAN
JABATAN PlMPlNAN TlNGGI PRATAMA

Nama Jabatan · Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang·
Kelompok Jabatan · Jabatan Pimpinan Tinggi·
Urusan Pemerintah · Bidanz Pekeriaan Umum·
Kode Jabatan · -
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manajemen
tennasuk evaluasi
balik pada tataran

Melaksanakan
pembelajaran
dan umpan
oraanisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, tennasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihanj' pendidikan/pengembang
an komnetensi dan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.3

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi Iuar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam lingkup
kekuatan politik~--~o~rawaru===·s=a=&~·--~~~------~----~
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objektif, dan terpengaruh kepentingan
profesional nribadi/kelompok/nartai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target orzanisasi

4.3

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau 1--_+-=di=-:·t::::.eta::;:l=.::;p]kan=;__ ---4
melebihi hasil 4.2
kerja sebelumnya

Pengembangan
diri dan orang
lain

6.

Menyampaikan infonnasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-Iangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kineria secara keseluruhan

4.3

Menuangkan pemikiran/konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

4.2

Pelayanan
publik

5.

Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi

4

4

4Orientasi pada
hasil

4.



4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan/ atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan pembangunan
infrastruktur;

Mengevaluasi strategi advokasi yang
ada saat mi, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

4.3

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik
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Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
pembangunan
infrastruktur yang
tepat sesuai
kondisi

Menginisiasi dan
meresepresentasikan pemerintah
dilingkungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat

Mendayagunakan 4.1
perbedaan seeara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

410. Advokasi
Kebijakan
Pembangunan
Infrastruktu

C. TeJmis

9. Perekat Bangsa 4
B. Sosial Kultural

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit ke!i_a

Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi resiko yang
mungkin teriadi

Menyelesaiakan 4.1 Menyusun dan/ atau memutuskan
masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seluruh
remko tin~, ~ __~fu~n~~m~'d~ru~a~m~o~r~~an~1~'S~a~&~'~4
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks. terkait
keputusan, dengan bidang keIjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi resiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

Memimpin 4.1
perubahan pada
unit keIja

Mengembangkan orang-orang
disekitamya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit keIjanya

4.3

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerianva secara berkala

4.2

4

4

Pengambilan
keputusan

Mengelola
perubahan

8.

7.



Mampu melakukan evaluasi
ketersediaan infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan Bangunan
Pelengkap serta menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
ketersediaan infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan Bangunan
Pelengkap;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
pembangunan infrastruktur
(bendungan, embung, saluran
primer dan tersier irigasi) dan
Saluran Drainase

4.3

Mampu 4.1
mengevaluasi
ketersediaan
Infrastruktur
.Jalan, Jembatan,
dan Bangunan
Pelengkap dan
menyusun
rancang bangun
Infrastruktur
Jalan, Jembatan,

4.2 Mampu menyusun rancang bangun
infrastruktur (bendungan, embung,
saluran primer dan tersier irigasi)
dan Saluran Drainase; dan

Mampu melakukan evaluasi
ketersediaan in£rastruktur
(bendungan, embung, saluran
primer dan tersier irigasi) serta
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan ketersediaan
infrastruktur Sumber Daya Air dan
Saluran Drainase;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap
sistemperencanaan dan
pengendalian tata ruang serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait perencanaan
dan pengendalian tata rtzang;

4.3

Mampu 4.1
mengevaluasi
ketersediaan
infrastruktur
Sumber Daya Air
dan saluran
Drainase dan
menyusun
rancang bangun
konstruksi
Sumber Daya Air
dan Saluran
Drainase

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen perencanaan dan
pengendalian tata ruang;

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis /metode / sistem
perencanaan dan pengendalian tata
ruang, menemu kenali kelebihan
dan kekurangan, melalrukan
pengembangan atau perbaikan
teknik perencanaan dan
pengendalian tata ruang yang lebih
efektif/ efisien:

4

4

13. Rancang
bangun
Infrastruktur
Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan
Pelengkap

12. Rancang
Bangun
Infrastruktur
Sumber Daya
Air dan
Saluran
Drainase
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Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen
perencanaan dan
pengendalian tata
ruang

yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan pembangunan
infrastruktur.

411. Teknik
Perencanaan
dan
Pengendalian
TataRuang
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DI. PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting I Perlu

A. Pendidikan 1. .Jenjang Sariana/Diploma IV
2. Bidang Ilmu Teknik Sipil/Teknik Industri/ Arsitektur /Teknik Pengairan

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan K"I
. . ,......Pratama "2. Teknis Diklat Manajemen Konstruksi dan "Penataan Ruang

3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki pengalaman jabatan "dalam bidang Bina Marga dan

Cipta Karya secara kumulatif

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah.

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan! atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomi daerah;

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang
ada saat ini, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait pengembangan
teknik, metode, dan kapasitas SDM
analisis pemberian ijin usaha
pembangunan mfrastruktur.

4.2 Mampu menyusun teknik, metode,
dan mengembangkan kapasitas
SDM dalam menganalisis kelayakan
ijin usaba pembangunan
infrastruktur;

4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan
analisis perizinan usaha
pembangunan infrastruktur serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan analisis kelayakan
pemberian ijin usaha pembangunan
infrastruktur;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
pembangunan Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan Bangunan
Pelenakan.

4.2 Mampu menyusun rancang bangun
Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap;

4

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
analisis kelayakan
izin usaha
pembangunan
infrastruktur

dan Bangunan
Pelengkap

Mampu
mengembangkan
strategi. advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi
Daerah

14. Analisis
Kelayakan Ijin
Usaha
Pembangunan
Infrastruktur



paling kurang 5 (lima) tahun;
2. Sedang atau pemah menduduki. ...;
jabatan administrator atau
jabatan fungsional jenjang ahli
madya paling -v ...; singkat '2 (dua)
tahun;

o. Pangkat Pembina (IVIa)
E. Indikator KinetjaJabatan L Kualitas konstruksi jalan, jembatan, saluran irigasi,

drainase, dan penataan 11..l~g
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JABATAN PlMP.lRAN TIlIGGI PRATAMA
L IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan,
Jabatan dan melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

perumahan, kawasan permukiman dan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

II. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskrinsi Indikator Komnetensi

A. Manaierial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi keIja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma. dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggungkonsekuensmya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etik/riilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran linglrup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim. di lingkup instansi yang dipimpin
sinergi 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target ketja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/ semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja orgarrisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sarna; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiranjkonsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
nemanzku kepentingan sepakat

Nama Jabatan · Kepala Dinas Peru.mahan Rakvat dan Kawasan Permukiman·
Kelompok Jabatan · Jabatan Pimpinan Tinggi·
Urusan Pemerintah · Perumahan dan Kawasan Pemukiman·
Kode Jabatan -
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Mengarahkan unit kerja untuk lebih
sian dalam menghadapi perubahan

Memimpin 4.1
perubahan pada

4Mengelola
perubahan

7.

Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit keIjanya

4.3

Melaksanakan mariajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan batik pada tataran
orzanisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihanj' pendidikanj'pengembang
an kompetensi dan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembe1ajaran

4Pengembangan
diri dan orang
lain

6.

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada lSU-lSU jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengarubi orgarusasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu - mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, puhlik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam lingkup
kekuatan politik 1--_+-=o:.::_r12glanl==·s:=a=81=-'-------------l
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objektif, dan terpengaruh kepentingan
profesional pribadl/kelompok/partai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok

4Pelayanan
publik

5.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi

4.3

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau 1--:--_+-di::::·:.::te::..::ta:::l:l:,plk=A=D=---::------::_----=---=------:-:-1
melebihi hasil 4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
keria sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan

sasaran strategis instansi

pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kineria secara keseluruhan

4.3

Orientasi pada
hasil

4. tingkat
kinerja
yang

4
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unit kerja termasuk memitigasi resiko yang
mungkin terjadi

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit ketia

8. Pengambilan 4 Menyelesaiakan 4.1 Menyusun danJatau memutuskan
keputusan masalah yang konsep penyelesaian masalah yang

mengandung melibatkan beberapa/ seluruh
resiko tin . fungsi dalam organisasiW,
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi resiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

B. Sosia! Kultural
9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi dan

perbedaan secara meresepresentasikan pemerintah
konstruktif dan dilingkungan ke:rja dan masyarakat
kreatif untuk untuk senantiasa menjaga
meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam
efektifitas keberagaman dan menerima segala
organisasi bentuk perbedaan dalam kehidupan

bermasyarakat
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaen,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

C. Telmis
10. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang

Kebijakan mengembangkan ada saat ini, menganalisis kekuatan
Pembangunan strategi advokasi dan kekurangan berbagai metode
Perumahan kebijakan yang dijalankan dengan kelompok

pembangunan sasaran yang berbeda;
perumahan yang
tepat sesuai
kondisi

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan/ atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan pembangunan
perumahan:

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan pembangunan
perumahan.

11. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi efektifitas penerapan
Pemb an mengevaluasi prosedur dibidang perumahan;



4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait J>f!I!g_embangan

4.2 Mampu menyusun teknik, metode
dalam mengevaluasi penataan
peru mahan dan kawasan
permukiman kumuh:

Mampu mengevaluasi penataan
perumahan dan kawasan
permukiman kurnub serta menemu
kenali kelebihan dan kelemahan
evaluasi penataan peru mahan dan
kawasan permukiman kumuh;

4.3 Menjaga pelaksanaan prosedur
dan kebijakan di biang
pertanahan dapat
terselenggara sesuai dengan
standar yang sudah ditetapkan

4.2 Menguji substansi dasar
pertanahan dalam pelaksanaan
kegiatan di unit kerjanya;

Mengevaluasi
penerapan prosedur
pertanahan;

efektflfitas
di bidang

4.2 Mampu menyusun konsep dan
prosedur di bidang pengawasan
pembangunan. kawasan
permukiman, dan perumahan; dan

Mampu melakukan evaluasi konsep
dan prosedur di bidang pengawasan
pembangunan, kawasan
permukiman, dan perumahan serta
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan pengawasan
pembangunan, kawasan
permukiman, dan perumahan;

Menjaga pelaksanaan prosedur dan
kebijakan di bidang peru.mahan
dapat terselenggara sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan

4.3

78

4

4

Mampu 4.1
mengevaluasi
penataan
perumahan dan
kawasan
permukiman
kumuh

Melakukan 4.1
advokasi serta
pemecahan
permasalahan di
bidang
pertanahan

Mampu 4.1
mengevaluasi
konsep dan
prosedur eli
bidang
pengawasan
pembangunan,
kawasan
permukiman, dan
perumahan

14. Penataan
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Kumuh

13. Advokasi
kebijakan
bidang
pertanahan

12. Pengawasan
pembangunan,
kawasan
permukiman,
dan
perumahan

Menguji substansi dasar
perumahan dalam pelaksanaan
kegiatan di unit kerianya;

4.2

konsep dan
prosedur di
bidang
perumahan

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
konsep dan prosedur di bidang
pengawasan pembangunan,
kawasan permukiman, dan
nerumahan,

4

Kawasan
Permukiman
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In. PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting I Periu

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana/Diploma N
2. Bidang Ilmu Teknik: Sipil J Planologi J Agraria J Arsitektur J Geodesi

B. Pelatihan 1.Manaj_erial Pelatihan Kepemimpinan Pratama -J
2. Teknis Diklat Manajemen Konstruksi dan ..J

Penataan Ruang

3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki pengalaman jabatan ...;
dalam bidang pembangunan
secara kumulatif paling kurang 5
(lima) tahun;

t2. Sedang atau pemah menduduki ...J
jabatan administrator atau
jabatan fungsionaI jenjang ahli
madya paling singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina (IVIa)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas Penataan Kawasan Perumahan

2. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni
3. KuaIitas Penyelesaian Sengketa Tanah

teknik, metode mengevaluasi
penataan perumahan dan kawasan
permukiman kurnub.

15. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang
Kebijakan mengembangkan ada saat ini, menganalisis kekuatan
Otonomi strategi advokasi dan kekurangan berbagai metode
Daerah kebijakan otonomi yang dijalankan dengan kelompok

daerah yang tepat sasaran yang berbeda;
sesuai kondisi.

4.2 Mengembangkan nonna standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danj'atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebiiakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebliakan otonomi daerah.
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JABATAlf PDr'IPIIIAlf TlNGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,
Jabatan mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penegakan
peraturan daerah agar terciptanya ketertiban umum dan ketentrarnan
masyarakat.

II. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggungkonsekuensinya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, eli Iingkup instansi yang dipimpin
sinergi 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungarr/ semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

4.3 Menyampaikan informasi secara

Nama Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kelompok Jabatan · Jabatan Pimpinan Tinggi·
Urusan Pemerintah · Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum,·

Perlindungan
Kode Jabatan -
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6.

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
oraanisasl

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/ pendidikan/pengembang
an kompetensi dan karir

4.1Menyusun
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4Pengembangan
diri dan orang
lain

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam Iingkup
kekuatan politik~~~o=rg~am==='s=a=s~i_~~~~__ ~ __ ~
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objektif, dan terpengaruh kepentingan
professional pribadij kelompokypartai politik

Menerapkanstrategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebubihan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok

4Pelayanan
publik

5.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
tarzet organisasi

4.3

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau I--_~di=·.::..:te~t;.::::a~plk;.::::an==-- --l

melebihi hasil 4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan

sasaran strategis instansi

persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kineria secara keseluruhan

4.3

Orientasi pada
hasil

4.

Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
oosisi-posisi di unit ketjanya

4.3

4



Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/ sistem
pengumpulan, pengolahan, dan
analisis Pemetaan Potensi
Kerawanan Pelanggaran Ketertiban

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait pengembangan
teknik, metocle,dan kapasitas SDM
PengendalianKetertibanUmum.

Mampu menyusun teknik, metode,
dan mengembangkan kapasitas
SDM dalam Pengendalian
KetertibanUmum;

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/ sistem
cara kerja dan menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
pelaksanaan Pengendalian
KetertibanUmum;

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agamaj'kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensipolitik

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi,preferensi politik

Menginisiasi dan
meresepresentasikan pemerUltah
dilingkungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kebidupan
bermasyarakat

Mampu 4.1
mengevaluasi
pelaksanaan
Pemetaan Potensi
Kerawanan

4.3

4.2
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Mampu 4.1
mengevaluasi
pelaksanaan
pengendalian
ketertiban umum

4.3

4.2

Mendayagunakan 4.1
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

4

4

11. Pemetaan
Potensi
Kerawanan
Pelanggaran
Ketertiban

10. Pengendalian
Ketertiban
Umum

C.Telmis

9. Perekat Bangsa 4
B. Sosia1 Kultuml

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja

Mengarahkanunit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi resiko yang
mungkin terjadi
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala

4.3

4.2

Menyelesaiakan 4.1 Menyusun dan/ atau memutuskan
masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seluruh
resiko tinggi, fungsidalam organisasi~~~~~~~~--~--~~~~~--~mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang kerjanya yang
membuat berdampakpada pihak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasiresiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

Memimpin 4.1
perubahan pada
unit kerja

4

4

Pengambilan
k.eputusan

Mengelola
perubahan

8.

7.



Mampu melalrukan evaluasi
efektifitas Penyuluhan pencegahan
pelanggaran ketertiban;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan deteksi
dini dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait deteksi dini
terhadap rawan gangguan
ketentraman masyarakat,
ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara ketja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrument pelaksanaan deteksi
dini gangguan ketentraman; dan

efekti/ efisien;

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metode / sistem
cara ketja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja detek.si dini gangguan
ketentraman yang lebih

Mampu 4.1
mengevaluasi dan

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
Penyuluhan
pencegahan
pelanggaran
ketertiban

4.3

4.2

4.3 Mampu meyakinkan dan.
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap metode dan
media penyuluhan pelanggaran
ketertiban serta meningkatkan
kapasitas SDMpenyuluhan.

4.2 Mampu menyusun teknik metode /
media penyuluhan yang lebih efektif
dan efisien terkait pelanggaran
ketertiban;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait hasil pemetaan
potensi kerawanan pelanggaran.
ketertiban umum.

4.2 Mampu menyusun teknik, metode,
dan mengembangkan kapasitas
SDM dalam memetakan Potensi
Kerawanan Pelanggaran Ketertiban
Umum;
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menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
deteksi dini
terhadap rawan
gangguan
ketentraman
masyarakat,
ketertiban umum,
dan perlindungan
masyarakat

4

4

13. Penyuluhan
pencegahan
pelanggaran
ketertiban

12. Deteksi Dini
Gangguan
Ketentraman

Umum;Pelanggaran
Ketertiban Umum

Umum
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ill.PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting I Perlu

A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana/Diploma IV
2. Bidang Dmu Ilmu Hukum I Pem.erintahan I Administrasi Negara I llmu

Sosial I Komunikasi
B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Kepemimpinan Pratama ..J

2. Teknis Diklat Pengendalian Massa V
Diklat Penyidik pegawai negeri V
sipil ( PPNS)
Diklat Dasar PolPP ..J

3. Fungsional -
c. Pengalaman Kerja 1. Memiliki pengalaman jabatan ..J

dalam bidang kepamongprajaan
dan linmas secara kumulatif
paling kurang 5 (lima) tahun;

f2. Sedang atau pernah menduduki ...j
jabatan administrator atau
jabatan fungsional jenjang ahli

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danj'atau petunjuk teknis strategi.
advokasi kebijakan otonomi daerah;

Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan
masyarakat

Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan/ atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat

Mengevaluasi strategi advokasi yang
ada saat ini, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda

4.3

4

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
ketenteraman,
ketertiban umum
dan perlindungan
masyarakat yang
tepat sesuai
kondis

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebiiakan otonomi daerah.

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi
Daerah

Mengevaluasi strategi advokasi yang
ada saat ini, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

414. Advokasi
Kebijakan
Ketenteraman,
Ketertiban
Umumdan
Perlindungan
Masyarakat



-----------

madya paling singkat 2 (qua) 1 I 1tahun:
D. Pangkat Pembina (IV/ a)
~7 IncUf.atorKinerja Jabatan 1. Peningkatan Ketertiban Umum

2. Penurunan Pelanggaran Perda
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JABATAB PlMPlRAN TIliGGI PRATAMA
1. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan sosial,
Jabatan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan

Jaminan Sosial dan penangan bencana berdasarkan asas
desentralisasi dan tugas pembantuan

II. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. 'M'SilftSilIerial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada s~ala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menan~I!gkonsekuensinya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Ketjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, di lingkup instansi yang dipimpin
sinergi 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sebingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target keIja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungarr/ semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target k~a or_ganisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sarna; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikirarr/konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
_p_emangku k~tingan sepakat

Nama Jabatan · Kepala Dinas Sosial·
Kelompok Jabatan Jabatan Pim_p_inanTin_gg!_
Urusan Pemerintah · Bidang Sosial
Kode Jabatan · -
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Memimpin 4.1
perubahan pada

Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan

4Mengelola
perubahan

7.

Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
_p<)sisi-posisidi unit keIjanya

4.3

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pe1atihan/pendidikan/ pengembang
an kompetensi dan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.3

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi Iuar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, pub1ik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam Iingkup
kekuatan politik I---_+-=o=r=g~am=·sa=s=_i --i
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objektif, dan terpengaruh kepentingan
profesional pribadi/ke1ompok/partai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuban pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengarub
kepentingan pribadijkelompok

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi

4.3

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yang yang melebihi target yang
ditetapkan atau ditetapkan
melebihi basil 1--4-.2---t-=M=em=-=an;&;;..;;;;t;;;..;a;;;..;u;....._d-an--m-en-g-e-v-al-u-a-s-i-h-a-s-il-l
keIja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan

sasaran strategis instansi

pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kineria secara kese1uruhan

4

4

4

Pengembangan
diridan orang
lain

Pelayanan
publik

Orientasi pada
basil

6.

5.

4.



4.3 Memampukan stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
linglrungan mereka sendiri

4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efIektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebiiakan sosial.

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini menganailisis kelemahan
dan kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi
advokasi yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder.

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

4.3

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik
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Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
Sosial yang tepat
sesuai kondisi

Menginisiasi dan
meresepresentasikan pemerintah
dilingkungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat

Mendayagunakan 4.1
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

410. Advokasi
kebijakan
Sosia

C. Teknis

9. Perekat Bangsa 4
B. Sosial Kultural

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit keria

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala

4.2

termasuk memitigasi resiko yang
mungkin terjadi

unit kerja

Menyelesaiakan . 4.1 Menyusun dan/ atau memutuskan
masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seluruh
resiko tinggi, fungsi dalam organisasi~~~~~~~----~--~~~~~--~mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang ketjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan
pengamanan; m.engantisipasi dampak
mitigasi resiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
resiko}

4Pengambilan
keputusan

8.



Mampu mengevaluasi hasil
pemetaan, teknik metode pemetaan
dan menemukenali kelemahan dan
kelebihan rehabilitasi sosial;

Memberikan bimbingan dan
fasilitasi daJam penerapan pedoman
dan petunjuk teknis perlindungan
dan jaminan sosial

Mampu menyusun
petunjuk teknis
penerapan Perlindungan
Jaminan Sosial;

pedoman
dalam
dan

Mampu mengidentifikasi
kelemahan dan kekurangan
pedoman, petunjuk teknis
pelaksanaan Perlindungan dan
Jaminan Sosial;

Memberikan bimbingan dan
fasilitasi dalam penerapan pedoman
dan petunjuk teknis penanganan
bencana
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4 Mampu 4.1
mengevaluasi
pelaksanaan
rehabilitasi sosial
dan menyusun
petunjuk teknis

4.3

4.2

4.3

Menyusun 4.1
perangkat
norma standar
prosedur
instrumen
penerapan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial

4

14. Manajemen
Rehabilitasi
Sosial

13. Perlindungan
dan
Jaminan Sosial

penerapan Penanganan
Bencana; dan

pedoman
dalam

4.2 Mampu menyusun
petunjuk teknis

Mampu mengidentifikasi
kelemahan dan kekurangan
pedoman, petunjuk teknis
pelaksanaan Penanganan
Bencana;

Memberikan bimbingan dan
fasilitasi dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis
Pemetaan. Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial.

4.3

Menyusun 4.1
perangkat
norma standar
prosedur
instrumen
penerapan
Penanganan
Bencana

412. Penanganan
Bencana

penerapan Pemetaan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial;

pedoman
dalam

4.2 Mampu menyusun
petunjuk teknis

Mampu mengidentifikasi
kelemahan dan kekurangan
pedoman, petunjuk teknis
pelaksanaan Pemetaan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial;

dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan sosial.

Menyusun 4.1
perangkat
norma standar
prosedur
instrumen
penerapan
Pemetaan. Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial

411. Pemetaan
Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial
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III.PERSYARATANJABATAN
1IngkatPentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadan Jabatan
Mutlak I Pentina I Perlu

A. Pendidikan 1. .Jeniana SarjanajDiploma IV
2.Bidang llmu Ilmu Kesejahteraan. Sosial/ Sosiatri/ Sosial/Pembangunan

Sosial dan Kesejabteraan
B. Pelatihan I. Manajerial Pelatihan KepemimpinanPratama -..j

2. Telmis Diklat Peke.zjaSosial -..j
Diklatmanajemen rehabilitasi ..J
sosial

3. Fungsionai -
C. Pengalaman Kerja 1.Memiliki pengalaman jabatan V

dalam bidang sosial/pembangun
an manusia secara kumulatif
paling kurang 5 (lima)tahun;

12. Sedang atau pemah menduduki V
jabatan administrator atau
jabatan fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator KinerjaJabatan 1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

~. Kualitas pelayanan rehabiltasi sosial

dan prosedur
Rehabilitasi sosial

4.2 Mampu membuat perbaikan teknik
metode pemetaan masalah sosial
dan menyusun petunjuk
teknis /prosedur rehabilitasi sosial;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait manajemen
rehabilitasi sosial dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi terkait d.engan rehabilitasi
sosial.

15. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasistrategi advokasi yang
Kebijakan mengembangkan ada saat Ini, menganalisis kekuatan
Otonomi strategi advokasi dan kekurangan berbagai metode
Daerah kebijakan otonomi yang dijalankan dengan kelompok

daerah yang tepat sasaran yang berbeda;
sesuai kondisi.

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
darr/atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomidaerah.
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JABATAlf PlMPlNAlf TDfGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Memimpin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyiapkan,
Jabatan mengolah, menelaah dan merumuskan rencana kebijakan,

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pelatihan dan
produktivitas tenaga kerja, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial,
bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, bidang
transmigrasi pembinaan unit pelaksana teknis dinas, evaluasi dan
pelaporan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tuzas

II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial
1. Integritas 4 Marnpu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika orgamsasr dalam
kepatuhan pada seaala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi . prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggungkonsekuensinya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etikj nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. KeIjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, di lingkup instansi yang dipimpin
sinergi 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
orzanisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sarna antar unit,
memberikan dukunganj semangat
untuk memastikan tercapainya
smergi dalam rangka pencapaian
target keria organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting basil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sarna; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiranj'konsep
yang multidimensi dalam bentuk

Nama Jabatan · Kepala Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi·
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan TinJOO_
Urusan Pemerintah Bidang Ketenagakeriaan dan Transmizrasi
Kode Jabatan · -·



92

Mengembangkan orang-orang
disekitarnva secara konsisten,

4.3

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihan/pendidikan/pengembang
an kompetensi dan karir

4 Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.3

4 Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
ISU jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam lingkup
kekuatan politik 1-_~or::.:~IZ.~aD::l:.:·sa:=:::Sl=-' _-----,:---:,--:-:- --::-- __ --1
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objektif, dan terpengaruh kepentingan
profesional oribadi/kelomook/oartai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuban pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadij'kelompok

6.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi

4.3

tingkat
kinerja
yang

4 Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai Instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau ditetapkan
melebihi hasil f-4-.2--+--=M=eman.=--==""-=ta:=u==-----:d-an.--m-e-n-g-ev-al-u-a-s-i-h-a-s--jil
ketja sebelumnya ketja unitnya agar selaras dengan

sasaran stratezis instansi

4.3

Pengembangan
diri dan orang
lain

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

Pelayanan
pubJik

5.

tulisan formal

Orientasi pada
hasil

4.



Memampukan stakeholder untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang tepat untuk diri mereka
sendiri; mengidentifikasi hambatan

4.3
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Mengembangkan norma standar,
kriteria, pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang effektif
serta monitoring evaluasi advokasi
kebiiakan bidang tenaga kerja.

4.2

Mengevaluasi teknik., metode
strategi advokasi yang ada saat ini
menganailisis kelemahan dan
kekurangan serta mengembangkan
berbagai teknik., metode strategi
advokasi kebijakan bidang tenaga
kerja yang Iebih efektif dan efisien
dari berbagai kondisi stakeholder.

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan tenaga
kerja dan
transmigrasi yang
tepat sesuai
kondisi

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agamajkepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.3

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agamajkepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik

Menginisiasi dan
meresepresentasikan pemerintah
dilingkungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bennasyarakat

Mendayagunakan 4.1
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

410. Advokasi
Kebijakan
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi

C.Telmis

Perekat Bangsa 49.
B. Sosial Kultural

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja

4.3

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala

melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerianya

Menyelesaiakan 4.1 Menyusun danj atau memutuskan
masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seIuruh
resiko tinggi, fungsi dalam organisasir---~--~--------~---------------4
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pjhak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi resiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

Mengarahkan unit kerja untuk Iebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi resiko yang
mungkin terjadi

Memimpin 4.1
perubahan pada
unit kerja

4

4

Pengambilan
keputusan

MengeIoIa
perubahan

8.

7.
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Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan Pelatihan

4.2

4 Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument

13. Pelatihan dan
produktivitas
Tenaga kerja

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode / sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja StueliKelayakanPelatihan dan
produktivitas Tenaga Kerja yang
Iebih efektif/efisien;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dulrungan dari
stakeholder pelaksanaan Hubungan
industrial dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Hubungan
industrial dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan Hubungan
industrial dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial;
dan

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument

412. Hubungan
industrial dan
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode / sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja Hubungan industrial dan
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang Iebih efektif/efisien;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder Penempatan Tenaga
Kerja dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
Penempatan Tenaga Keria.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cam kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen Penempatan Tenaga
Kerja;

4.2

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument

411. Penempatan
TenagaKerja

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknia/metode / sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja Penempatan Tenaga Kerja
yang lebih efektif/efisien;

eli lingkungan mereka sendiri dalam
penerapan kebijakan; serta
mengidentifikasi menemukan akses
ke sumber daya yang elibutuhkan
untuk menerapkan kebijakan
bidang tenaga kerja.
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Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis /metode / sistem
cara ketja menemukan kelebihan
dan kekurangan dalam melakukan
pengembangan atau. pe_rbaikan cara

Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur

4Analisis
Kelayakan
Penertiban Izin
LPrKS

16.

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleb dulrungan dari
stakeholder pada pengelolaan
sarana dan prasarana tenaga kerja
dan transmigrasi serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi setiap unit lainnya atau
stakeholder terkait pengelolaan
sarana dan prasarana tenaga kerja
da transmigrasi.

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen dalam standar
pengelolaan sarana dan prasarana
tenaga kerja dan transmigrasi;

15. Mampu 4.1
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen
pengembangan
sistem pelatihan
dan produktifitas
transmigrasi

4Pengembangan
sistem
pelatihan dan
produktifitas
transmigrasi

Mampu melakukan evaluasi
terhadap tekrrisj'metode / system
cara kerja, menemukan kelebihan
dan kekurangan dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
pengelolaan sarana dan prasarana
tenaga kerja dan transmigrasi yang
efektif/ efisien;

4.3 Mampu meyakinkan. dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengawasan ketenagaketjaan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Pengawasan
ketenagaketjaan.

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengawasan ketenagaketjaan;

414. Pengawasan
ketenagakeIjaa
n

Mampu 4.1
mengevaluasi
pelaksanaan
pengawasan
ketenagakeIjaan
dan memecahkan
masalah teknis
pengawasan
ketenaRakerjaan

Mampu melalrukan evaluasi
terhadap teknis / metode / sistem
cara kerja menemu kenali ke1ebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
ketja pengawasan ketenagaketjaan
yang lebih efektif'/efisien;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dulrungan dari
stakeholder pelaksanaan Pelatihan
dan produktivitas Tenaga Kerja dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Pelatihan dan
produktivitas Tenaga Keria,

dan produktivitas Tenaga Kerja;



4.2 Mampu menentukan strategi
pengembangan dan menghasilkan
perbaikan, serta pembaharuan
teknis dan metode kerja penyiapan
pembinaan dan pemberdayaan

Mampu mengevaluasi program /
kegiatan , bahan dan perumusan
kebijakan pembinaan dan
pemberdayaan transmigran;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pela.ksanaan penyiapan
kawasan transmigrasi dan
penyediaan calon transmigran dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait penyiapan
kawasan transmigrasi dan
penyediaan calon transmigran.

4.3
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Mampu 4.1
mengevaluasi
penyelenggaraan
prcgramj'kegiatan,
menentukan
strategi dan
altematif solusi
permasalahan dan
pembinaan dan
pemberdayaan
transmigran

4Pembinaan
dan
Pemberdayaan
Transmigran

18.

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pela.ksanaan penyiapan
kawasan transmigrasi dan
penyediaan calon transmigran;

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode / sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja penyiapan kawasan
transmigrasi dan penyediaan calon
transmigran yang Iebih
efektif Iefisien;

17. Penyiapan 4 Mampu 4.1
kawasan mengevaluasi
transmigrasi penyiapan sarana
dan prasarana
penyediaan kawasan
calon transmigrasi, dan
transmigran penyediaan calon

transmigran

4.2

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait prosedur
Kelayakan Penertiban Izin LPI'KS
dan fasilitas Transmigrasi serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lainnya
atau stakehoider terkait Kelayakan
Penertiban Izin LPfKS dan fasilitas
Transmigrasi.

kerja Studi Kelayakan Penertiban
Izin LPI'KS dan fasilitas
Transmigrasi yang Iebih
efektif/ efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cam kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen prosedur Kelayakan
Penertiban Izin LPfKS dan fasilitas
Transmigrasi;

Izin
dan

Kelayakan
Penertiban
LPTKS
fasilitas
transmigrasi
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III.PERSYARATANJABATAN
Tingkat Pentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting I Perlu

A. Pendidikan 1. .Jeniang Sariana/Diploma N
2. Bidang Ilmu Hukum I Administrasi Negara I Ekonomi Manajeman /

Psikologi. / Manajemen / llmu Pemerintahan / Teknik
Industri / Teknik Mesin / Teknik Elektro

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Kepemimpinan Pratama "j
2. Telmis Diklat Pelatihan dasar -.,J

ketenagaketjaan
Pelatihan pembinaan hubungan --J
industri
Pelatihan Peningkatan dan "j
Produktivitas Tenaga Kerja
Pelatihan dasar ketenagakerjaan -.,J

Pelatihan Peningkatan dan -.,J

Produktivitas Tenaga Kerja
Pelatihan Pemberdayaan -.,J

Masyarakat Transmigr:asi
3. Fungsional -

c. Pengalaman KeIja 1.Memiliki pengalaman jabatan "j
dalam bidang transmigrasi/tena
ga keIjaJ social secara kumulatif
paling kurang 5 (lima)tahun;

r,2. Sedang atau pemah menduduki -.,J

jabatan administrator atau
jabatan fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2 (dua)
tahun;

D. Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Presentase peningkatan kualitas layanan antar kerja;

12. Kualitas pengembangan produktivitas pemberdayaan
masyarakat transmigrasi.

~. Presentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial
14. Presentase ketaatan perusahaan dalam menerapkan

norma ketja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja

transmigran;
4.3 Mampu memecahkan permasalahan

telmis yang timbul dalam
pembinaan dan pemberdayaan
transmigran.

19. Advokasi 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang
Kebijakan mengembangkan ada saat ini, menganalisis kekuatan
Otonomi strategi advokasi dan kekurangan berbagai metode
Daerah kebijakan otonomi yang dijalankan dengan kelompok

daerah yang tepat sasaran yang berbeda;
sesuai kondisi.

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danyatau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah.
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JABATAN PlMPDfAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Memimpin dan melaksanakan fungsi pelaksana urusan Ketahanan
Jabatan Pangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah agar dapat

terlaksana secara efisien dan efektif.
IL STANDARKOMPETENSI

Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. MaDajerial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi keIja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika organisasi dalam
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggungkonsekuensinya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etik/riilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Ketjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim di lingkup instansi yang dipiropin,
smergL 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/ seman gat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target keria organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

4.3 Menyarnpaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan

Nama Jabatan · Kepala Dinas Ketahanan Pangan·
Kelompok Jabatan · Jabatan Pimpinan Tinggi·
Urusan Pemerintah Pertanian
Kode Jabatan · -·
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Mengarahkan unit kerja untuk Iebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi resiko yang
mungkin teriadi

Memimpin 4.1
perubahan pada
unit kerja

4Mengelola
perubahan

7.

Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerianva

4.3

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
oraanisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengilruti
pelatihan/pendidikan/pengembang
an kompetensi dan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4Pengembangan
diri dan orang
lain

6.

4.3

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam.hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
ISU jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam lingkup
kekuatan politik I- __--i-=0:::.r.t:a=~:aru::.:::::·8a=Sl=-· ---------:-----:---------------l
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objelctif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objektif, dan terpengaruh kepentingan
professional pribadifkelompok/partai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objelctif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadijkelompok

4Pelayanan
publik

5.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target organisasi

4.3

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja di
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
ditetapkan atau ditetapkan~--~~~====~----------~------~melebihi hasil 4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan

sasaran stratezis instansi

kineria secara keseluruhan
Orientasi pada
hasil

4. 4



Mampu melakukan evaluasi
infrastruktur pangan yang tersedia
serta menemu kenali kelebihan dan
kelemahan ketersediaan
infrastruktur kemandirian pangan
dalam pengelolaan ketahanan
pangan terhadap potensi konsumsi
pangan;

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agamajkepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik

Menginisiasi dan
meresepresentasikan pemerintah
dilinglrungan kerja dan masyarakat
untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalarn kehidupan
bermasvarakat

4.1 Mampu melakukan evaluasi
penyediaan, penyaluran, logistik,
distribusi, pengelolaan pangan dan

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait rencana dan
realisasi penyediaan infrastruktur
kemandirian pangan.

4.2 Mampu menyusun perencanaan
penyediaan infrastruktur
kemandirian pangan; dan
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Mampu
mengevaluasi
penvelenggaraan

Mampu 4.1
mengevaluasi
pengelolaan dan
penyediaan
infrastruktur
kemandirian
pangan dan
menyusun
perencanaan
penyediaan
infrastruktur
pangan

4.3

4.2

4

4

Mendayagunakan 4.1
perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
organisasi

11. Pemetaan
Potensi
Ketahanan

10. Perencanaan
Penyediaan
Infrastruktur
Kemandirian
Pangan

c. TeJmis

9. Perekat Bangsa 4
B. Sosial Kultural

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerianva secara berkala

4.3

4.2

Menyelesaiakan 4.1 Menyusun dan Iatau memutuskan
masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seluruh
resiko tinggi, 1--_-+-=fu=n::l;lg2::~s=i__=d=al=am=::...__=.;or::.J·g;z:~aru.=·=s=a=s=_i----1
mengantisipasi 4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang keIjanya yang
membuat berdampak nada pihak lain
tindakan 4.3 Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi resiko keputusannya serta menyiapkan

tindakan penanganannya (mitigasi
resiko)

4Pengambilan
keputusan

8.



Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis, standar dan
prosedur kelembagaan, Ramalan
Permintaan, Manajemen
Persediaan, Komunikasi Logistik,
Penanganan material dalam
manajemen logistikpangan; dan

Mampu melakukan evaluasi
manajemen logistik pangan yang
ada saat ini, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan atau
perbaikan manajemen logistik
pangan menjadi lebih efektif dan
efisien;

Mampu melakukan evaluasi tingkat
kerawanan pangan yang ada saat
ini serta menemu kenali kelebihan
dan kelemahan, melakukan
pengembangan atau perbaikancara
kerja penilaian kerawanan pangan
menjadi lebih efektifdan efisien;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dati
stakeholder terkait rencana
pengembangan produksi pangan.

stabilitas harga pangan serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan teknis/ metode/ sistem
cara kerja untuk memetakan
potensi produksi ketahanan
pangan;
Mampu menyusun peta potensi
penyediaan, penyaluran,
pengelolaan, serta harga pangan
dan menyusun rencana
pengembangan produksi pangan;
dan
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13. Manajemen 4 Mampu 4.1
Logistik mengevaluasi dan
Pangan menyusun

perangkat norma
standar prosedur
manajemen
logistik pangan
tingkat instansi
yang meliputi
kelembagaan,
ramalan
permintaan,
manajemen
persediaan,
komunikasi
logistik, dan
penanganan
material

4.2

Kerawanan
Pangan

4.3

4.2

4.3 Mampu mengkoordinasikan,
meyakinkan dan mampu
memperoleh dukungan dati
stakeholder terkait pedoman,
petunjuk teknis, standar prosedur
indikator dan penilaian kerawanan
pangan dan memberikan bimbingan
serta fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait.

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, standar prosedur
indikator dan penilaian kerawanan
pangan tingkat instansi; dan

ketahanan pangan
serta menyusun
peta potensi
ketahanan pangan

4 Mampu 4.1
mengembangkan
perangkat norma,
standar, prosedur,
dan mengevaluasi
kerawanan
pangan tingkat
instansi

Pangan

12.
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III. PERSYARATANJABATAN
TingkatPentingnya

Jenis Persyaratan Uraian Terhadap Jabatan
Mutlak I Penting J Perlu

A. Pendidikan 1. .Jenjang Sariana/Diploma IV
2. Bidang llmu Pertanian I Ketahanan Pangan I Ilmu Pertanian

B. Pelatihan 1.Manajerial Pelatihan Kepemimpinan Pratama ...J
2. Teknis 1. Pelatihan analisis ketahanan ...J

pangan
2. Pelatihan manajemen

Mengevaluasi strategi advokasi yang
ada saat mi, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mampu meyakinkan dan mampu
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait sistem
penerapan manajemen keamanan
pangan dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait sistem
penerapan manajemen keamanan
pangan.

Mampu menyusun dan
mengembangan pedoman petunjuk
teknis sistem penerepan manajemen
keamanan pangan; dan

Mampu melakukan evaluasi sistem
penerapan manajemen keamanan
pangan segar asal tumbuhan (PAST)
yang ada saat ini, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan atau
perbaikan sistem penerepan
manajemen keamanan pangan
menjadi lebih efektif dan efisien;

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi
Daerah

14. Keamanan
Pangan

4.3

4.2

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

menyusun norma,
standar, prosedur,
pedoman, dan
petunjuk teknis
sistem penerapan
manajemen
keamanan pangan
segar asal
tumbuhan (pAST)

Mampu 4.1
mengevaluasi dan

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebiiakan otonomi daerah.

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
danl atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebiiakan otonomi daerah;

4.3 Mampu mengkoordinasikan,
meyakinkan dan mampu
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait penerapan
manajemen logistik pangan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait dalam
penerapan penerapan manajemen
logistik pangan

4

4
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ketahanan pangan
3. Pelatihan pengelolaan

keamanan pangan berbasis
HACCP

4. Dildat Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah

3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1.Memiliki pengalaman jabatan

dalam bidang Pertanian/ Pangan
secara kumulatif paling kurang 5
(lima) tahun.

~. Sedang atau pemah. menduduki ...J
jabatan administrator atau
jabatan fungsional jenjang ahli ...J
...J madya paling singkat 2 (dua)
tahun.

D. Pangkat Pembina (IVfal
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas dan kuantitas produksi pangan;

2. Kualitas pola pangan harapan;
3. Kualitas harga stabil dan distribusi pangan merata;
4. Kualitas ketersediaan pangan;
5. Kualitas dan kuantitas penganekaragarnan konsumsi

pangan;
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JABATAN PlMPlNAN TIl'lGGl PRATAMA
I. IKHTISARJABATAN

Ikhtisar Membantu Bupati/Walikota dengan cara memimpin, merumuskan
Jabatan kebijakan daerah, menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan,

menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan, serta
mengendalikan tugas pada bidang lingkungan. hidup yang menjadi
kewenangan daerah.

II. STANDARKOMPETENSI
Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Mana1erial
1. Integritas 4 Mampu 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai, norma,
mendorong dan dan etika orgarusasi dalam
kepatuhan pada segala situasi dan kondisi.
nilai, norma, dan 4.2 Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggungkonsekuensinya.

4.3 Berani melakukan koreksi atas
penyimpangan kode etikj'nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tatatran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. KeIjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim di Iingkup instansi yang dipimpin,
sinergi 4.2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain
sebingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target keIja
organisasi

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/ semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi mendapatkan pemahaman yang
secara lisan dan sama; berbagi informasi dengan
tertulis untuk pemangku kepentingan untuk
mendorong tujuan meningkatkan kinerja secara
kesepakatan keseluruhan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja seeara
keseluruhan

4.2 Menuangkan pemikirarr/konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong

Nama Jabatan · Kepala Dinas Linzkunean Hidup·
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi
Urusan Pemerintah Bidang Linzkunzan Hidup
Kode Jabatan · -·
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Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi

4.2

Menyusun program pengembangan
jangka. panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bwbmgan, pmu~san dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti
pelatihari/ pendidikan/pengembang
an kompetensi dan karir

Menyusun 4.1
program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4Pengembangan
diri dan orang
lain

6.

4.3

Mampu 4.1 Memahami dan member perhatian
memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungkan yang mempengaruhi organisasi
dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, tansparan
kesempatan, atau dan profesional dalam lingkup
kekuatan politik 1--_...j.....:o=,rgani==·~s=a=S1=-·-------------l
dalam hal 4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pelayanan publik yang eliselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemanglru standar pelayanan yang objektif,
kepentingan yang netral, tidak memihak, tidak
transparan, diskriminatif, serta tidak
objekbIT, dan terpengaruh kepentingan
profesional pribadiykelompokypartai politik

Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemanglru kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak eliskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok

4Pelayanan
publik

5.

Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencapaian
target orzanisasi

4.3

tingkat
kinerja
yang

Mendorong unit 4.1 Mendorong unit kerja eli
kerja mencapai instansi untuk mencapai
target yang yang melebihi target
elitetapkan atau ditetapkan
melebihi hasil 1-4-.-2--+~M=e=man=:r;::=:ta=u;:':_--::d-a-n-m-en-g-ev:-a1-:-u-a-s--:i----:-h-a-sil~.
kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan

sasaran stratezis instansi

pemanglru kepentingan sepakat
pada langkah-Iangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

Orientasi pada
basil

4.

Mengembangkan orang-orang
elisekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi eliunit keIjanya

4.3

4


